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KATA PENGANTAR

Sejak dicanangkanﬁya pelaksanaan percontohan olonomi daerah oleh
Presiden pada tahun 1993 lalu, maka semakin besar hak, kewajiban dan
tanggung jawab pemeriniah Daerah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka mewujudkan
olonomi yang nyala, serasi, dinamik dan bertanggung jawab, maka dalam
pelaksansan dan penyelenggaraan pemerinlahan di dasrah periu didukung oleh
pelaksanaan pengawasan sebagai  salah  salu  faklor penunjang calam
lerwijudnya pemeriniahan yang bersin, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi
dan nepalisme.

Pelaksanaan otonomi daerah pada Daerah Kabupalen Gowa masih perlu
diperhaiikan pada segala bidang khususnya Pendapatan Asli Daerab (PAD)
sehingga secara berlahap dapal meningkatkan kemandirian dzerah dalam hal
pembiayaan pembangunan dan pemeriniahan di daerah. Sehubungan dengan
dikeluarkannya UU. No. 22/1998 tantang Otonomi Daerah, maka pelaksanaan
alonami secara bertzhap yang mulal diberizkukan pada tahun 2001 mendaleng
Kabupaten Gowa diharapkan dapal lerus memacu peleksanaan perkembangan
pembangunan di daerah. :

Dengan selesalnyz skripsi ini, lak lupa penulis panjatkan puji syukur
kehadiral Tuhan Yang RMaha Kuasa yang senantiasa melimﬁai'ikan berkal dan
rahmal-Nya sehingga berbagai hambatan dapat teratasi selama penyusunan

skripsi ini mulai penelapan judul hingga selesainya pemyusunan skripsi ini.
i
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ABSTRAK

Magdalena Lappy, B111 94 028 Tinjauan terhadap Pelaks _aﬂs! H_!',i, X
»® ey
Pemberian Otonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, (dj ﬁiﬁh 'ng_h_"-' h

oleh Abdul Razak, SH dan Achmad Ruslan SH. MH).

Penelitian ini  berlujuan untuk mengetahul bagaimana pelaks
pemberian otonemi kepada Daerah Kabupaten Gowa dan bagaimana tin
lanjul pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi pada Pemerintah Daerah
Kabupaien Gowa sebagai Daerah Tingkal |l Percontohan Otonomi di Sulawesi
Selalan.

Melode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yailu deskriptif
kualitatif dengan menggunakan tabel, pengumpulan data dengan menggunakan
gunlingan koran sebagai dokumeniasi dan melode wawancara, observasl dan
kuesioner.

Hazil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemberian olonomi
kepada Pemeriniah Daerah Kabupaten Gowa dalam bidang pembangunan lelah
berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan ketentuan hukum Yang
berlaku, Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian juga membuklikan
bahwa sejak diundangkan UU. No. 22/1999 tenlang Pemerinlah Daerah, maka
Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan olonomi sebagai "Project Pilot® olonomi
daerah mampu mempersiapkan diri menuju pada pelaksanaan otonomi pada
tahun 2001 yang pelaksanaannya secara bertahap. Pada tahun 2000 yang lalu
dimana ofonomi harus dilaksanakan sebagal upaya kemandirian daerah
Kabupaten Gowa dalam hal pemerintahan dan pembiayaan daerah bag
pembagunan yang dilakukan secara berlahap dan dapat terus dilingkalkan pada
tahun mendaiang. Dengan dikeluarakannya UU. MNo. 22/1933 juga yang masin
terlalu baru dan mempunyai banyak kelemahan, sehingga pelaksanaannya yang
menggantikannya UU. No. & tahun 1974 diharapkan dapal memperkokeh
olonomi sejalan dengan arus reformast
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dinyalakan bahwa bentuk
negara Republik Indonesia adalah negara kesaluan, Sehubungan dengan hal

tersebut di atas, maka lerhadap pemeriniahan di daerahpun, menimbulkan

dan pemeriniah daerah serla bagaimana suailu daerah dapat mengat
tangganya sendiri. Masalah desentralisasi dan otonomi daerah buk

it l‘ﬁl I

merupakan fenomena administrasi, tefapi juga merupakan fenomena politi yang
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sekaligus juga merupakan fenomena kemasyarakalan. B
Landasan pengembangan sistem desentralisasi dan pemberian otonomi

kepada daerah sudah ada, baik landasan konstitusional maupun operasional.

Landasan konstitusional sebagaimana termuat di dalam UUD 1945, Pasal 1 dan

18 yang menyatakan bahwa :
"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan Kkecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,
dengan memandang dan mengingali dasar permusyawaratan dalam
sistem pemeriniahan negara, dan hak-hak usul-usul daerah-daerah yang
bersifal istimewa”.
Sedangkan Landasan operasional lerfuang dalam GEBHN, yakni UU No.

5 Tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sebagal tindak lanjut

i
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dari pasal 18 tersebut, maka dikeluarkanlah undang-undang MNo. 5 Tahun 1974
yang pada intinya memberi hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada daerah
unluk mengurus rumah tangganya sehingga fungsi pelayanan terhadap
masyarakal secara cepat dan tepatl.

Salah salu orientasi dan ini dari undang-undang No. 5 Tahun 1974 yaitu
ferwujudnya penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusal atau
Daerah Propinsi kepada Daerah Kabupalen, yaitu dalam beniuk pemberian
otonomi. Undang-undang No. § Tahun 1874 memberi kejelasan bahwa ofonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah unluk mengatur dan
mengurus  rumah tangganya sendir sesuai d&ngan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. el :

’“@L 4

r._ J

Pembangunan daerah sebagal bagian integral dari pesmbangunan
nasional merupakan ujung lombak dalam mendernngldan meningkatkan
siabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah. lUpaya
peningkatan pembangunan daerah senanliasa didasarkan pada olonomi yang
nyata, dinamis, serasi dan heriangg.ung jawab dalam rangka lebih meningkatkan
peran serta masyarakal dalam pembangunan dan hasikhasilnya di seluruh
pelosok tanah air.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, pembicaraan dan pembahasan
mengenai otonomi daerah, khusushya mengenai pelelakan litlk beral olonomi
pada daerah Kabupaten digulirkan. Pada akhir bulan Juli tahun 2000 topik

otonomi ini  kembali dibahas dalam Rapal Kerja Gubernur dan

BupaliWalikotamdya s! Indonesia yang berlangsung di Jakarla.



Amanat UU No, § Tahun 1974 khususnya Pasal 11, setelah delapan belas
tahun kemudian keluar peraluran pemerintah No. 45 Tahun 1992 (entang
Penyelenggaraan Dtﬂnuﬁi Daerah dengan tilik berat pada Daerah Kabupaten.

Jebagai tindak lanjul dari Peraturan Pemerintah MNo. 45 Tahun 1992
dikeluarkanlah sural penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor B-318/1/1994 tertanggal 21 Marel 1894 tentang satu dasar perlimbangan
dari dipilihnya 26 Daerah Kabupaten tersebul adalah relalif besarnya peran dan
kontribusi  Pendapalan Asli  Daerah, lentunya tanpa melupakan dasar
pertimbangan lain seperli potensi dan lingkat stabilitas daerah bersangkutan.

=alah salu darl 26 daerah Kabupalen sebagaimana penetapan Menteri
Fendayagunaan aparalur Megara tersebut, yallu Dae_rah Kabupaten gowa. Salu-
salunya daerah Kabupaten dalam wilayah prnﬁinsi. Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan. Pelaksanaan percontohan otenomi Daerah KabupatenGowa efektif
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri No. 105 Tahun 1994, kemudian
dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Megara pada
tanggal 25 April tahun 1995,

Kebijakan unluk meletakkan titik berat otonomi daerah pada Daerah
Kabupalen di dasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Kabupaten
merupaken daerah otonomi vyang lebih langsung berhubungan dengan
masyarakal sehingga memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya sehingga
diharapkan dapat lebih mengerli dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat
tersebut. Hal tersebut menyangkut tentang fungsi dan peraturan pemerintah di

tengah masyarakal, g



Fungsi utama pemerintah Daerah Kabupalen adalah memberikan
pelayanan dan pengayoman kepada masyarakal, karena fungsi ini berlangsung
dekal dengan masyarakal yang dilayani, maka peletakan titlk beral otonomi
daerah pada Daerah Kabupaten akan mendorong timbulnya prakarsa dan
parlisipasi  aktif masyarakal dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pelaksanaan  pembangunan yang merupakan prasyaral  keberhasilan
pelaksanaan pemerintah di semua tingkat. -

Pemberian ulusan kepada masing-masing daerah akan berkaitan eral

dengan kemampuan daerah uniuk menerima urusan lersebut walaupun - .

sebelumnya dalam beberepa hal penerimaan ini menyangkut dalam beberapa
hal F‘E’_‘_‘?..’l"[}f'.?".'; Inl menyangkut juga tentang keberhasilan daerah, siruktur
arganisasi é;;:yeienggaraamwa, personalia, Kkeuangan dan sebagainya.
Bilamana faklor-faktor yang disebutkan di atas belum terpenuhi secara baik
maka pelaksanaan olonomi daerah lerhadap daersh yang bersangkulan Juga
kurang begitu berhasil. Demikian halnya dengan Daerah Propinsi sebagai
komponen penerima sekaligus pemberi olonoml kepada Daerah Kabupaten,
meskipun sebagaian besar departemen lelah menyerahkan urusan ke Daerah
F‘mp?nai sehingga penyerahan dari Daerah Kabupaten kepada Daerah
Kabdpalen belum terlaksana secara baik,

Dengan adanya litik beral olonomi daerah pada Daerah Kabupaten
tersebul, maka penulis terdorong untuk menulis s.b:ripsi dengan judul :TINJAUAN
TERHADAF PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOM! KEPADA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN GOWA.



1.2. Pengertian

Permasalahan ftentang ofonomi daerah adalah merupakan suatu
permasalahan pokok dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan salah satu
kunci terpenling bagi terlaksananya mekanisme pemeriniahan di daerah yang
sebaik-baiknya. Karena itu permasalahan tersebul perlu mendapat perhatian
yang mendalam, balk mengenai pengerliannya, Konsep yang dipakai, batas-

batas keluasannya dan sebagainya.

Pengertian olonomi daerah dilihat dari segi etimologi, maka perkata
otonomi berasal dari kata "Auto” atau "Aufos” yang berarti ; "sendiri”, sedan @j; e

kata “Nomos” yang berarti . "aturan”. Jadi kedua kata tersebut apalie?.

dirangkaikan menjadi satu suku kata yang mempunyai arti mengatur ala}l.,_ B

T A e

mengalur sendiri maka, olonomi berarti mengatur rumah tangga sendiri.

Menurut R.P H. Koesoemahalmadja, sesuai perkembangan sejarahnya di
indonesia, otonomi itu selain mengandung arli “perundangan” (regeling), juga
mengandung arli “pemeriniah” (bestuur).

Selanjutnya Van der Vot menguraikan bahwa otonomi itu berarti peraturan
dan pemerinlahan dan urusan sendiri C.J. Franseen merumuskan olonomi
sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah atau setempal dan juga
menyesuaikan peraturan-perafuran yang sudah dibual dengannya.

Logeman menyalakan bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada
daerah ofonomi berarii memberi kesempatan kepadanya untuk

mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk



S

mengurus  kepantingan umum  (penduduk), pemerintah yang demikian
dinamakan olonomi.

Dalam wuraian lain, Legeman menyatakan bahwa kekuasaan berfindak
merdeka (Vrij Beweging) yang diberikan kepada satuan-saluan kenegaraan yang
memerintah sendiri daerahnya itu, adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif
sendiri flulah yang disebut olonomi yang oleh Van Vollen Hoven dinamakan
“eigen meestsrschﬁp"‘

Selain itu, beberapa Sarjana Indonesia memberi pengerlian tentang
olonomi, Syarif Saleh yang mengertikan olonomi sebagai hak mengalur dan
memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerinlah pusat, Wajong
berpendapatl bahwa olonomi daerah ilu adalah kebebasan untuk memelihara
dan mengajukan kepenlingan khusus daerah dengan kewenangan sendiri, FI
sugeng Istamie berpendapal bahwa istilah “olonomi” mempunyai rnah:rra.
kebebasan atas kemandirian (Zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan
(Onafhankelijkheid), kebebasan yang lerbalas alau kemandirian itu adalah wujud
pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan,

Selanjutnya, menurul Sugeng Islanto yang dimaksud dengan “daerah
otonomi® adalah sebagian dari organisasi jabatan-jabatan negara yang
merupakan suatu kesaluan yang batas tugas dan wewenangnya hanya meliputi
daerah lertentu dari wilayah negara yang bersangkulan, yang mempunyai

“Zelfstandigheid”, atau pemerintah yang lebih tinggi, dalam tugas dan wewenang

serla dalam hal pembiayaannya °.

SL.HV Lickes, Pergeseran Garzs Politik darn perundang -widangan Pemerintak Daerak, 1985,
..-!.i!E-ug syarifieddin, Pazang Swrd Ctonomi Daerah, 1955,



Berdasarkan dengan pandangan yang dikemukakan di atas, maka
undang-undang No. & Tahun 1974 dalam pasal 1 bulir ¢, dikemukakan sualu
rumusan bahwa otonomi daerah adalah :

* Hak, wewenang dan kewajiban daerah unluk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku” *.

Jadi dalam pengertian ini, olonomi daerah mencakup tiga (3)
pengertian yailu :

1. Hak unluk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Wewenang uniuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
3. Kewallban untuk mengatur dan menggr_ﬁ}a_:.;niumah tanganya sendiri.

Sejalan  dengan #u maka i:;:e!l:-'-.u!is akan mengemukakan pula
pengertianDaerah Otonomi, sesual dengan undang-undang No. & Tahun 1974
Pasal 1 huruf e yang mengatakan bahwa :

"“Daerah olonomi, selanjuinya disebul daerah adalah kesaluan

masyarakal hukum yang mempunyal batas wilayah lertentu yang berhak,

berwenang dan berkewajiban mengalur dan mengurus rumah langganya
sendiri dalam kalan negara kesaluan Republk Indonesia sesual
peraluran perundang-undaﬁgan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penjelasan umum pasal 1 bulir f dinyalakan bahwa
otonomi daerah  lebih merupékan kewajiban daripada hak, yakni kewaji

ban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagal sarana unluk

* Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
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mencapai kesejahleraan rakyal yang harus diferima dan dilaksanakan dengan
penuh langgung jawab,

Terhadap kekuasaan pemerintah pusal dalam negara kesaluan tidaklah
menimbulkan persoalan dengan adanya daerah-daerah olonomi tersebut.
Menurul Sri Soemantri dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada daerah-daerah, akan lelapi karena masalah itu adalah merupakan
hakekal dari pada negara kesaiuan. .

Berdasarkan hal tersebul, maka pelimpahan wewenang adalah
merupakan hal yang penting dalam sualu negara kesatuan. Sehingga sebagal
sualu daerah olonemi maka pemerintah daerah mempunyai suatu kebebasan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam
daerahnya sendiri dan balas-batas wewenang yang telah diterimahnya.

1.3. Batasan Masalah

Sebagaimana diketshul bahwa pemerinlah daerah adalah merupakan
bagian dari pemerintah pusat, demikian juga wilayah suatu daerah,
merupakan wilayah Republik Indonesia. Karena itu ancaman pada suatu daerah
pada hakekalnya juga merupakan ancaman bagi keseluruhan daerzh Indonesia
yang mengancam keutuhan Republik Indonesia sehingga permasalahan yang
timbul pada seliap wilayah daerah adalah merupakan juga permasalahan
Musantara dalam negara kesatuan .Hepuhlfh Indonesia.

Adapun balasan rnasla-lah yang penulls kemukakan dalam karya tulis ini
adalah membafasi dalam wilayah Kabupalen Gowa sehubungan dengan

pelaksanaan Otonomi Daerah.
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Dari wilayah-wilayah tersebul di atas, maka penulis akan mengemukakan

masalah-masalah sebagai berikul :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian otonomi pada pemerintah Daerah

Kabupalen Gowa.
2. Bagaimana lindak lanjul pelaksanaan den penyelenggaraan olonomi pada
pemerintah Daerah Kabupalen Gowa.
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, 2dalah

1. Untuk mengetahul bagaimana pelaksanaan pemberian otonomi heps-

f_"l-::lrﬂ-h Voo nto s oo mu s
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weslan tguan peneltian lercapal. maka harapan  dapat {ijs.—alah
hEQUNATT s=hagal barihut
1. Hasil penelitian diharapkan bermanfeat bagi Pemeriniah Daerah Kabupaten
Cowa
2 Hasil peneltian Il dapat bergung ﬂehagai. bahan pustaka dalam rangka

pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
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TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian Otonoml Kepada Daerah
Kabupaten
Di Indonesia, masalah otonomi daerah ditlempatkan di dalam konstitue
negara, yaitu Undang-1 fidsng Dosar 1845

Seigk dinraklamagikannva neanre B

IhaRa penyesnygyaidan pemennian o daerah mengalami berbagai perbsgaan

dalam penerapannya, karena didasarkan pada berbagai perunda
2

f e
yang berkembang pada kurun wakiu itu. Unfuk memperoleh ga bgrgne :

. 3
mendalam mengenai perwujudan dalam peraturan perundang-undangay {8nfang

%

pemeriniah di daerah, maka secara geris besar peraturan perundang-ubdangan -

yang mengalur tentang pemerintahan di daerah adalah sebagal berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945
Landasan pokok penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah

Undang-Undang Dasar 1945, pasalpasal yang mengalur adalah sebagai

berikut

fa, Pasal 1 ayal (1)
"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik®
Sebagai negara kesaluan, maka tidak ada daerah dalam wilayah

Indonesia yang bersifal "Staal®. Sesuvai  prinsip negara kesatuan,

maka  kekuasaan pada prinsipnya berada di pusal. Kekuasaan/kewe-
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nangan yang dimiliki daerah berasal dari pemberian pusat baik dalam
bentuk octonomi, mapun administratif.

b. Pasal 4 ayal (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Dalam
melaksanakan kekuasaan pemerintah negara Presiden dibaniu oleh
menter-menteri  negara.  Menteri-menteri negara diangkat  dan
diberhentikan oleh Presiden dan menterimenteri tersebut yang terulama
menjalankan kekuasaan pemerintah (Pouvoir Executive) dalam prakiek.

¢. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
Pembagian daerah Indonesia alas daerah besar dan kecil dengan
susunan pemerintahnnya ditetapkan dengan undang-undang dengan
memandang dan mengingal dasar permusyawaralan dalam sistem
pemerintah negara dan hak-hak, asal usul dalam daerah-daerah yang
bersifal istimewa.
Dalam penjelasannya ditugaskan antara lain bahwa daerah-daerah
tersebut dapat bersifal otonom atau adminisiratif belaka.

2. Undang-Undang Momor 1 Tahun 1945
Undang-undang ini ditelapkan pada tanggal 23 Nopember 1945
tentang kedudukan Komite MNasional di daerah (KNID). Undang-undang ini
selanjulnya dipandang sebagai undang-undang tentang pemeriniahan daerah

di Indonesia, sebagainya ditegaskan di dalam pasal (2).
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3. Undang-Undang Momor 22 Tahun 1948
Undang-undang Ini diletapkan pada fanggal 10 Juli 1984, dan
merupakan pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, yang menganut asas
deseniralisasi dan pembagian wileyah negara kedudukan daerah olonomi.

Yang penting dalam UU Mo. 22 Tahun 1948 ini adalah, dimuainya 2 dasar

kebijaksanaan baru sebagaimana dialur dalam pasal (1), yaitu :

a. Tentang haa!rat pemerintah pusal untuk memberikan otonomi vyang
seluas-luasnya kepada daerah;

b. Tentang litik beral otonomi, yang akan diberikan kepada desa sebagai
daerah otonomi, lerbawah. Adapun kedudukan daerah otonomi tersebut
meliputi tiga tingkatan, yaitu :

a. Propinsi
b. Kabupaten
¢c. Desa
Undang-undang ini belum dapal dilaksanakan secara sempurna, karena
suasana negara pada saal Hu sedang menghadapi agresi dari pihak
Keolonial Belanda, yang ingin kembali menjadi kita.
4, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957,
Undang-undang MNo. 1 Tahun 1857. Sebagal peraturan pelaksanaan
UUDS 1950, pada dasarnya menurul dua hal pokok sebagai inti
desentralisasl menuret UUDS 1950 sebagaimana dialur pada pasal (2)

Undang-undang tersebut, yailu :
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a. Di daerah-daerah hanya akan ada satu bentuk susunan pemerintahan
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri
(clonom);

b. Kepada daerah-daerah akan diberikan olonomi seluas-luasnya untuk
mengatur rumah tangga daerah sendiri. Di dalam UUDS 1950 disebutkan
bahwa pemeriniahan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi/kerakyalan. Oleh karena itu, peranan DPRD sebagai wakil
rakyal merupakan badan lerlinggi yang mengatur rumah tangga
daerahnya. Sedangkan kepada daerah karena jabatan adalah kelua dan
anggota DPR dan bersama DPR berlanggungjawab kepada DPRD.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerinlahan
di Daerah, yang dilelapkan pada tanggal 1 Seplember 1965, dan isi pokok
dari UU ini, adalah :

a. Pelakanaan otonomi rill dan seluas-luasnya terbagl dalam tiga tingkatan
yaitu :

1. Propinsi dan atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat |;
2. Kabupalen dan atau Kolapraja sebagai Daerah Tingkat Il
3. Kecamatan dan atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat 111,

b. Pelaksanaan desentralisasi mengarah pada desentralisasi teritorial dan
dekonsentras| sebagal komponen yang vital.

Dalam hal fanggung Jawab olonomi rill dan seluas-luasnya
diselenggarakan oleh pemerintah  daerah, selain menjalankan

dekonsenirasi, maka segala permasalahan yang lingkungannya fidak
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menyangkut kepentingan umum yang bersifal secara nasional dapal
diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah setempal.
6. Undang-Undang MNomor § Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerin-tahan
di Daerah, yang disahkan pada tangal 23 Juli 1974.

Sebelum dibentuk UL ini, berlaku UU No. 18 Tahun 1968. Peraluran
tersebut fidak berjalan dengan baik, disebabkan oleh perkembangan keadaan
dan situasi politik yang mempengaruhi pada wakiu itu. Dengan penetapan
Presiden Nomor 9 Tahun 1969, maka secara resmi undang-undang tersebut
dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya maka dikeluarkaniah
undang-undang MNomor % Tahun 1974 sebagai landasan penyelenggaraan
pemerintah di daerah.

Prinsip-prinsip pokok yang termual di dalam undang-undang Momor 5
Tahun 1974 lentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, adalah sebagai
berikut :

a. Bimbingan dan pengawasan lerhadap pemerinlahan daerah (pasal 67 dan
68) Undang-undang Nomor § Tahun 1974).
Pemerinlah pusat mempunyai lugas dan tanggung jawab unluk
melakukan bimbingan dan pengawasan lerhadap penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Kewenangan Ini juga dimiliki oleh kepala wilayah.

b, Pengawasan Umum (Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1974).

Menteri dalam negerl mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan f(erhadap jalannya ponvalenggaraan pamerintah  daeran.

Tujuan dari dilaksanakan pengawasan umum ini adalah untuk menjamin
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bahwa pengawasan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan selaras

dengan tujuan nasional.

. Pengawasan Prevenlif (Pasal 68 UU No.5 Tahun 1974)

Menleri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan

pengawasan preventif terhadap peraturan daerah dan atau kepulusan

kepada daerah yang karena sifalnya memerlukan pengesahan dari

Menteri Dalam negeri, apabila mengandung ketentuan-ketentuan sebagai

berikul :

1. Mengikat rakyat, mengandung periniah, larangan, keharusan uniuk
berbual atau lidak berbuat sesuatu yang dilujukan kepada rakyat.

2. Berisi ancaman pidana

3. Memberikan beban kepada rakyal, misalnya : pajak atau retribusi

4. Menentukan segala sesualu yang periu diketahuli oleh umum karena
menyangkut kepentingan rakyal misalnya mengadakan uiang piulang,
menetapkan alau mengubah APED.

. Pengawasan Represif (Pasal 70 UU No. § Tahun 1974)

Menteri Dalam MNegeri mempunyai kewenangan untuk melakukan

pengawasan represif terhadap semua peraluran daerah dan kepulusan

kepala daerah terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala

daerah dalam benluk penangguhan alau pembalalan.

. Pasal 10 Undang-undang MNomor 5 Tahun 1974, Keppres Nomor 23

Tahun 1975,
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f. Dalam UU MNo. 5 Tahun 1974 dapat ditarik beberapa definisi utama,
yaitu :

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerinlah dari pemerintah
atau daerah fingkal atasnya kepada daerah menjadl urusan rumah
tangganya (Pasal (1) huruf b)

2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah langga sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal (1) huruf c).

3. Daerah ofonomi, selanjulnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakal hukum yang mempunyai balas wilayah ferlentu yang
berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri dalam ikatan negara kesaluan RI, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 huruf e).

4. Dekonsenirasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau
kepala wilayah atau kepala instansi verlikal tingkat atasnya kepada
pejabat-pejabatnya di daerah (Pasal (1) huruf f).

5. Wilayah administratif, selanjulnya disebut wilayah, adalah lingkungan
kerja perangkal pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan
tugas pemerintahan umum di daerah (Pasal (1) huruf g)

7. Peraluran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992,
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tersebut
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar lebih operasional,

berhasil guna dan berdaya guna, lenlang penyelenggaraaan olonomi daerah
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dengan titik baral pada Daerah Kabupaien yang ditelapkan pada tanggal 19

Agustus 1992, Sebagai pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang MNomor 5

Tahun 1974 yang menggariskan peletakan tilik berat otonomi daerah pada

Daerah Kabupalen.

Bebarapa pasal dianlaranya mengalur :

a. Pasal 2

Titik beral otonomi daerah pada Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan

menyerahkan sebagian wurusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah

Kabupaten secara berlahap dan berkelanjutan.
b. Pasal 4 ayal 2

Urusan-urusan ',ralng dapal diserahkan adalah semua urusan pemerini

kecuali ;

i
bidang pertahanan keamanan;
bidang peradilan;

bidang luar negeri;

bidang moneter;

. Sebagai urusan pemerintah umum yang menjadi wewenang, tugas dan

kewajiban kepala wilayah, dan
Urusan lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasil jika

telap diurus oleh pemerintah.

¢. Pasal7

Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari pemerintah

dan alau dari p&meri_[;lah Daerah Propinsi Kepada Pemerintah Daerah
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Kabupaten disertal dengan perangkal, alat periengkapan dan sumber

pemblayaannya.

. Sebagal tindak lanjut dari Peraluran Pemerinlah Nomor 45 Tahun 1992

dikeluarkan Sural Menteri Pendayagunaan Aparalur Megara MNomor B-
318/1/1994, terlanggal 21 Maret 1994 tentang percontohan olonomi. Salah
salu dasar perlimbangan dari diplihnya 26 Daerah Kabupaten tersebut
adalah relatif besarnya peran dan Konlribusi Pendapatan Asli Daerah
tentunya lanpa melupakan dasar pertimbangan lain seperti potensi dan

tingkal slabilitas daerah bersangkulan.

. Peraluran Pemeriniah Nomor 8 Tahun 1995 lentang penyerahan sebagai

urusan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Kabupalen Percontohan,
Undang-undang MNomor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintah Daerah vang

berisi 16 Bab dan 134 pasal.

Undang-undang Nomor 2§ Tahun 1999 tentang Peperimbangan keuangan

antara pemeriniah pusal dan pemerintah daerah, yang memuat 9 Bab dan

134 pasal.

2.2.Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Kabupaten Gowa.

Daerah Kabupalen Gowa, merupakan salah satu daerah bekas kerajaan

terbesar di Sulawesi Selatan. Sebelum Gowa menjadi Daerah Otonomi

Kabupaten stalus pemerintahannya adalah Daerah Swapraja. Berdasarkan

Peraluran Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Daerah Swapraja Gowa tergabung

dalam Daerah Swalanlra Makassar, Takalar, Jeneponto, Maroes dan Pangkajene,

1&
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Dalam proses perkembangan pemerintahan dan sesuai dengan Undang-
undang Darural No. 2 Tahun 1957, Daerah Swatantra Makassar yang meliputi
daerah-daerah tersebul diatas dimekarkan menjadi 3 (liga) Daerah Swalanira.
Dengan pemekaran ini Daerah Kabupaten Gowa untuk pertama kalinya menjadi
Daerah Olonomi.

Dengan berlakunya unang undang nomaor § Tahun 1957 lentang Pokok-

Pokok Fenezritahan di Dacran o tuk selurun Wilayzh Fegublik Indonesia  dan

hromiismires se e iealbl Bogem gomsd o o
Fi - . i <7 Bastandin 1w s

efbeniukian  Uae ah Kabupaten unluk seluruh wilayah Sulawesi lermasuk
Daerah Kabupalen Gowa

Perkembangan selanjulitya, sefalan dengan perkembangan sosial politik
dalam masyarakalnya, maka pada lahun 1959 dikenal dengan Dekrit Presiden
uniuk kembali kepada UUD 1945, maka siruklur Pemeriniah Daerah Kabupaten
Gowa menjadi perubzhan dan merupakan awal dari sejarah kepemimpinan
daerah yang dialur dan memperoleh perselujuan dari pemerintah pusal. Dengan
berlakunya UUD 1945 lahiriah keletapan Presiden No. 6 Tahun 1959 lenlang
Pokok Pemerintahan Daerah, maka stalus pemerintahan daerah yang bergelar
Faja berakhir dalam kegiatan pemerintahan di Daerah Kabupalen Gowa,

Berlolak dari penetapan Presiden Momor 6/19569 tersebut terbitlah
Kepulusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selalan Nomor 2067 A
fanggal 19 Desember 1961 tentang Organisasi Distrik-Distrik menjadi
Kecamatan di Daerah Kabupaten Gowa yang lerdiri dari 12 Distrik maka

dibeniuk menjadi 9 Kacamalaﬂn.
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Daerah Kabupaten Gowa merupakan salah satu darl 23 Daerah
Kabupalen di Propinsi Sulawesi Selalan vyang memiliki wilayah seluas 1.833,33
kilbmeter persegi atau 3,01 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan.
Kabupalen Gowa memiliki fungsi strategis karena berbatasan langsung dengan
Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. Hal ini menyebabkan Gowa
dari wakiu ke waklu kedudukan dan peranannya lerhadap perkembangan
Sulawesi Selatan bukan lagi sahag.ai penyanggah kota Ujung Pandang

melainkan berkembang bersama-sama.

Wilayah Kabupalen Gowa sebahagian besar merupakan dalafap- s Pl .
x e, L
yailu sekitar BO,17 persen dan hanya 19,83 persen berupa data[hﬂ. t&nﬂﬁ'n fr;__:" F

Kecamatan Tinggimoncong sebagai kecamatan terluas dengan 527 .4 'mhmaler
persen atau sekilar 28% dari luas Kabupalen Gowa, sedangkan Kecam‘eﬂan -n
Somba Opu sebagai lbukota Kabupaten merupakan kecamalan tersempil

dengan 28,09 kilemeter alau 1,49 persen dari luas Daerah Tigkal Il Gowa.

Daerah Kabupaten Gowa diperiniah oleh seorang Bupali Kepala Daerah
Kabupaten Gowa yang berkantor di lbukota Kabupalen yaltu Sungguminasa,

Kabupalen Gowa lerdiri dari 9 kecamatlan, sebagai berikut .



Tabel 1

Pembaglan Wilayah Kecamatan pada Daerah TK. Il

Kabupaten Gowa

NO, KECAMATAN LUAS IBUKOTA
1. | Somba Opu 28,09 km persegi Sungguminasa
2, | Pallangga 68,91 km persegi Cambaya
3. | Bajeng 78,13 km persegi Limbung
4. | Bontonompo 59,63 km persegi Tamallagng
§. | Bungaya 373,62 km perseqgi Sapaya
6. | Tompobulu 285,73 km persegi Malakaji
7. | Bontomarannu 137,59 km perseqgl Balang-Balang
8. | Parangloe 313,16 km persegi Parang
9. | Tinggimoncong 927,75 km persegi Malino
10. | Biringbulu 181,75 Km persegi Lavwa
11. | Tombolopao 181,73 Km perseqi Tamaona
12. | Barombong 20,67 Km persegi Kanjilo

Sumber Dala ; Statislik Daerah Kabupalen Gowa

Diantara kesembilan kecamatan, sampai lahun 1999 terdiri dari 12
kelurahan definif, 99 desa definitif, 19 kelurahan persiapan dan 418
dusunflingkungan serla 702 Rukun Warga (RW), 2303 Rukun Tetangga (RT) dan
7594 Kepala Keluarga (KK) merupakan faklor p;endukung yang menunjang
pelaksanaan Proyek Percontohan Otenomi Daerah. Pelaksanaan olonomi
daerah mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 19435, kemudian
ditindaklanjuli dengan Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994
tentang Proyek Perconlchan Otlonomi Daerah, sebagai penjabaran dari

peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1332 dan undang-undang nomor & tahun
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1974. Daerah Kabupaten Gowa sebagal salahsalu percontohan dari 26 Daerah
Kabupaten diseluruh Indonesia dan satu-satlunya Daerah Kabupaten
perconiohan dalam Wilayah propinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten Gowa
berlangsung sejak dicanangkannya pada tanggal 1 April tahun 1885 dengan
masa uji 2 tahun. Dalam rangka menyukseskan program fersebut, pemerintah
dan mas*_.rarlakal Gowa menindaklanjuli sesuai dengan luntutan kebutuhan dan
kemampuan daerah.

Dengan otonomi berarti terjadi penyerahan 3 P (Personil, Pemblayaan
dan Peralatan) dari pusal dan dari Daerah Propinsi Kepala Dinas Daerah
Kabupaten, khususnya unluk urusan yang dianggap leblh berdayaguna dan
berhasilguna jika dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupalen. Unluk
mengakomodasi perubahan tersebul maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
telah membuat acuan/pedoman bagi segenap jajaran pemerintah, yailu dalam
bentuk lima skala prioritas pembangunan Kabupaten Gowa dalam rangka
otonami daerah yakni :

1. Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pemerintahan.

Sebagai  konsekuensi logis bagi pemerintah bahwa kemajuan dan
peningkatan kesejahleraan masyarakal serta berbagal peluang pertumbuhan
pembangunan dan parlisipasi masyarakat, hanya dapal dicapal secara
maksima! bits <ixtem dan mekansme pemerintahan beilan dengun peik ot

am Bagisl

abthpl sesua: O R
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¢ TINGRATan Kuaiitas Aparatur,

Bila pemerintah merupakan fitik sentral pengaturan, pembinaan dan
pengayoman masyarakal, bahkan menjadi panutan, sumber inspirasi dan
penggerak dari semua dimensi pembagunan, maka kelemahan aparalur
pemerintah merupakan penyebab ulama lidak lercapainya larget dari olonomi
daerah.

Sehubungan dengan itu, maka salah satu aspek yang harus mendapatkan
perhatian adalah bagaimana secara lerus menerus melakukan pembinaan,
pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur pemerintah. Selain itu
Juga perlu menerapkan aparatur pemerintah tersebut sesual dengan keahliannya
serta uapaya penyerahan lainnya untuk menghindari kejenuhan.

3. Peningkatan Bidang Pengawasan.

Untuk mencapai hasil-hasil pelaksanaan secara efisien dan efeklif maka
perlu adanya peningkalan kualitas dan kuantitas kerja secara ferarah dan
berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebul maka harus diciplakan mekanisme
kerja yang tertib sehingga aparalur yang bersih dan berwibawa dapal diwujudkan
serta dapal mencegah lerjadinya penyelewengan dan kebocoran keuangan

negara.

Untuk meningkatkan bidang pengawasan, maka perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat (Waskat) alau pengawasan atasan langsung.

2. Pengawasan diri sendir
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3. Keberanian mengambil korektif
4. Kordinasi antara instansi lerkail
5. Peningkatan perekunﬁmlan dan Perputaran Ekonomi Masyarakal,

Untuk lebih memperjelas strategi pembangunan khususnya di bidang
pertanian menuju terciptanya tatanan dan peningkatan kehidupan masyarakat
Gowa, maka berbagai upaya yang harus mendapalkan perhatian dan
pemantapan sehingga diperoleh hasil-hasil yang lebih jelas dalam kurun waktu
tertentu.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan pembangunan dan kemajuan wyang felah dicapai di
Kabupaten Gowa, memberi dampak makin luasnya jangkauan tugas dan
perkembangan berbagai tuntulan serta persain'gan dan pegangan pembangunan
lebin lamut. Dengan demukian salah salu faktor penunjang untuk dapal
berjalannya semua program pembangunan adalah sejauhmana
pembiayaan/dana cukup lersedia, baik uniuk menunjang mobilitas kerja dan
sarana maupun dana uniuk membiayai proyek-proyek pembangunan ifu sendiri.*

Untuk mendukung skala prioritas pembangunan lersebut di atas, maka
Pemerintah Daerah Kabupalen Gowa juga telah menjadikan "GOWA
BERSEJARAH™ sebagai simbol pemacu pembangunan, Islilah Gowa bermakna
ganda yaltu menunjukkan daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan juga sebagai
singkatan dari; "Gerakan Oplimalisasi Kawasan Andalan”, sedangkan bersejarah

bermakna perjalanan sejarah dan kebebesan Gowa (sebagai kerajaan besar)

oo
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masa lampau hinga menjadi Daerah Kabupaien, disini lain dapat disingkat
“Bersih, Sejahlera, Aman, Rapi dan Hijau" sebagal harapan dan cerminan
masyarakalnya. -

Dalam rangka oplimalisasi kawasan andalan sebagal konsep
pembangunan wilayah secara luas, maka dijabarkan pula secara khusus suatu
kerjasama anlar daerah dengan konsep "KARAENG LOMPO" yang merupakan
singkalan daerah "Bawakaraeng dan Lompobatiang”, yang mencakup beberapa
daerah disekilar bentangan kedua gunung tersebul, yakni Sinjai, Gowa,
Bulukumba, Banltaeng, Selayar dan Je'neponto, Konsep "KARAENG LOMPO"
diupayakan menciplakan peluang ekonomi sebagai berikut :

a. Mempercepal proses pertumbuhan wilayah serla mendorong peningkatan
perekenomian masyarakal antar daerah.

b, Membuka peluang_ bagi peningkatan Pendapalan Asli Daerah secara cepal
antara daerah.

¢. Mendukung pengembangan komoditi tertenlu dalam rangka program
kemitraan atau kerjasama antara daerah yang melibalkan berbagai pelaku
pembangunan, inslansi, lembaga pemerintah maupun pelaku ekonomi
lainnya termasuk BUMN, swasla dan Koperasi,

Selain itu, khusus untuk pengembangan perkotaan maka dikenakan
konsep "MINASA MAUPA" yang merupakan singkaltan dari Sungguminasa,
Maros, Ujung Pandang dengan harapan Ilewiptan*_.ra akseslerasi pembangunan
yang saling megunlungkan dan upaya penyebaran/pemerataan faklor-faktor

potensi (gkonomi) khususnya pada wilayah sentral Sulawesi Selatan. Berbagal



langkah telah ditempuh datam mendukung  konsep  "MINASA MAUPA"
tersebut, antara |ain Pembanguanan dan upaya pasar dan terminal MINASA
MAUPA, pembuatan jalan lingkar (dari Bontomaranu Gowa menuju Daya, Ujung
Pandang) dan jalan tembus menuju - Tanralli (Maros) sehingga lebin

mempermudah jalur perekonomian masyarakal dan perhubungan daral secara

umum.
2.2.1 Potensi Daerah

Sebelum dilaksanakan ofanomi daerah, maka oleh pemerintah Daerah
Tingkala | dan Pemerintah Daerah Kabupalen periu melakukan persiapan-
persiapan. Sebagal persiapan awal berlilik lolak dari perbedaan kondisi dan
kemampuan daerah Yang berbeda-beda, maka realisasi penambahan wewenang
lenlang urusan-urusan pemerintahan lidak periu serempak untuk ssluruh daerah
di Indonesia, akan tetapi satu demi satu daerah berdasarkan pertimbangan
kemampuan nyata dan asas efisiensi dan efeklifilasnya.

Berdasarkan hal lersebut dialas, maka potensi daerah yang merupakan
salah salu indikator dalam pelaksanaan olonomi pada Daerah Kabupalen Gowa,
meka polensi yang dimaksudkan adalah lidak hanya mencakup kewenangan,

kekuasaan dan pengaruh daii daerah poiznsi. Daerah yaiy dima’ . d adalal

I
l|_.-!:.,i .__:!-!ﬂlﬂl_?q. ".":afl HE |'.'n.|li'1_..!-\,ﬂl_5:-| @iy spmiker r:._l'l'-.l :.1-|r|. st Wienhar daan

daeray dimaksudkan sebagai penerimaan sualu hegara yang bersumber dari
Pajak, relribusi dan sumber pendapalan lainnya yang dikelola oleh pemerintah

daerah untuk membiayai kepentingan daerah yang bersangkutan.
[



Pada hakekalnya, bahwa polensi daerah baik Daerah Propinsi maupun
Daerah Kabupaten mempunyai polensi yang bersumber dari sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang membiayai penyelenggaraan urusan
olonominya, sedangkan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas
akan menjadi jaminan terhadap kemampuan daerah di dalam menyelenggarakan
urusan rumah langganya. Untuk itu perlu mendapal pengkajian Yyang
man'g.rl:eluruh.

Pembangunan Daerah Kabupalen Gowa yang secara integral tidak
tarpi%ahkan dari pembangunan regional dan nasional, bertujuan mewujudkan
suatu masyarakat adil dan mai-;lrnur yang merata malerial dan spirituil
berdasarkan Pancasila dan UUD 1i945, melalui pengelolaan dan pemanfaatan
secara oplimal segenap polensi sumber déya alam idan sumber daya manusia
dalam rangkaian Gerakan Oplimalisasi Hawasan. Andalan (Gowa) dengan
berasaskan pembangunan berkelanjulan dan pelestarian sumber daya alam.

Dalam melaksanakan pembangunan dengan rencana, bertahap, dinamis
dan berkesinambungan, maka kebijaksanaan dan arah pembangunan Yyang
ditempuh selama Pelita V dilanjulkan dan ditingkatkan serta disempurnakan
pada Pelita VI Dagrah Kabupaten Gowa diarahkan uniuk menjawab tantangan
pembangunan berupa .

- Peningkatan Kuaiitas sumber daya manusia melalul peningkatan mutu
pendidikan, kecerdasan dan kelerampilan,
. Pemberdayaan aparalur pem erintah yang efisien dan efeklif.

- Peningkatan parlisipasi aktif masyarakal dalan; pembangunan.
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Kebijaksanaan pembangunan Daerah Kabupalen Gowa berlumpu pada
trilogi pembangunan dan program pembangunan Sulawesi Selatan melalul
penajaman lerhadap kegialan yang menunjang sektor industri. Olehnya Hu,
pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekualan ulama
pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
dengan memberi kesempalan kepada rakyat uniuk berperan aklif dalam
pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan. dinamis. i

Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan tersebul, maka arah
pembangunan Daerah Kabupalen Gowa secara garis besar adalah peninﬁkaian
sumber _da:.ra manusia agar makin majs, mandiri dan lebih sejahtera, sehingga
lebih ner.prakarsa dan berperan akiif dalam berbagai bidang pembangunan.

Lllnluk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

dayas manusia dalam pelaksanaan pembangunan, maka disusun Rencana Tala

Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), yang dijabarkan dalam |

Rencana Umum Tala Ruang Kota (RTUTRK)

Rencana Detail Tala Ruang Kola (RDTRK)

Rencana Teknik Ruang Kola (RTRK)

Program Jangka Panjang Menengah,

Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWEK) Kabupaten Gowa

dimaksudkan sebagal pedoman .

1. Perumusan kebijakan pokok pemanfaalan dan pengendalian wilayah

kabupalen Gowa.
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2. Mewujudkan keterpaduan, kelerikatan, kesinambungan perkembangan
anlar  kawasan wilayah Kabupaten Gowa serta keserasian
pembangunan antar seklor.

3. Penetapan lokasi Investasi yang dilaksanakan pemeriniah dan alau
masyarakal di Kabupaten Gowa.

4. Penyusunan rencana rincian lata ruang di Kabupaten Gowa.

9. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

pembangunan,

pemerintah daerah utamanya dalah penyelenggaraan  pelayanan IE:;HﬂdEFI
masyarakal, serla koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan di Kabupaten Gowa baik yang dilaksanakan oleh pemerinlah
pusat di daerah, maupun oleh pemeriniah daerah dan masyarakat.

Pembangunan perlambangan sebagai sumber daya alam diarahkan untuk
memanfaatkan  kekayaan sumberdaya melalui peningkalan  produksi,
pengelolaan usaha pertambangan secara efeklif dan efisien yang didukung
melalui upaya investasi dan pemeraiaan dalam rangka mendorong kegialan
perekonomian daerah. Selain itu pemanfaalan sumber daya alam yakni bahan
dan hasil tambang terutama yang berkailan dengan perluasan lapangan dan
kesempatan berusaha serta mendorong industri pengelalaan yang maju agar

dapal meningkatkan nilai tambah dan pendaEatan daerah.
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Dalam pengelolaan pertambangan diupayakan unluk menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan reklamasi bahan galian tambang perlu
dilaksanakan dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
(RTWEK) maupun rencana dibawahnya.

Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun anggaran 1998/1999 yailu
tersusunnya produk RTRWEK Rencana Defail Kawasan Lahan Basa dan
Rencana Delail Kawasan Pariwisala, HUTF&H lbukola Kabupalen, I'FELITHH uniuk
seluruh Kecamafan di Kabupalen Gowa.

Sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Gowa, maka pengelolaan
tambang golongan ¢ diperuntukkan bagi kebutuhan industri, seperli batu bara
dan timah hitam yang fterdapat di Kecamatan Bungaya. Retribusi yang
bersumber dari bahan tambang galian golongan ¢ flersebut telah dapal
ditingkatkan ’fl:nn!rihusin;-,ra terhadap Pendapalan Asl Daesrah (PAD) Kabupaten
Gowa.

Pada ‘a%in onggaran 002 00NR deaslscx penadps™ts &S Dagemn
schuaaten Lowa Y osos  RARE pty

CLer BTLEMIE e  SHudnyan teiveaal lefnadap pendapatan
asli daerah diperoleh dari relribusi tambang golongan ¢ yallu sebesar
31.019 milyar rupiah atau sekitar 3.04 persen terhadap jumlah seluruh
Pendapatan Asll Daerah (PAD].

Dalam rangka memperkokoh otonom| pada Daerah Kabupaten |l Gowa,
maka penyelenggaraan salah satu tugas pemerintah dalam menggali dan

mengembangkan sumber-sumber penerimaan Pendapalan Asli Daerah (PAD)



Kabupaten Gowa. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan realisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa,

Tabel - 2

Realisasi Pendapatan Asll Daerah Kabupaten Gowa
Menurut Sumber Pendapatan
{Dalam 000 Rp)
1997/1998 s/d 1958/1999

No. Sumber Pendapatan 1997/1998 1998/1999
1 2 3 4
01. | Pajak Daerah 665.719,- 787.566,-
02. | Retribusi Daerah 2.523616,- 1.498.639,-
03. | Tambang Gol. €. ¢ salyn 31315 2335073 23 4.100.060,-
04. | Penerimaan PD Karya =+ 214+ .;;‘-_:,‘1'5'1 -'----q ~L770620F -
05. | BPD AN ‘—f‘a b R TY2 T
06. | PDAM 3.892 .- 8.000,-
07. | Penerimaan dari Dinas-dinas 162.006 - -
08, | Penerimaan lain 337,304 - 067 .B48 -
JUMLAH 6.826.921 - 7.473.860,-

Sumber : Dinas Pendapalan Dagrah TK Il Gowa.

PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN GOWA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRE Kabupaten Gowa pada tahun 1337

alas dasar harga yang berlaku lercatal sebesar

629 18 mikyar rupiah,

sedangkan berdasarkan harga konslant 1993 tercalat bahwa pendapalan

Regional Kabupaten Gowa pada lahun 1997 sebesar 484 94 milyar rupiah dan

N



turun menjadi 470,19 milyar rupiah pada tahun 1998. Hal ini berarti bahwa dari
1ahun 1987 ke tahun 1998 terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni
sebesar 41,34 persen (angka sementara).

Selain pendapatan regional (PDRB), pendapatan perkapita penduduk
Kabupaten Gowa alas dasar harga yang telah berlaku dari tahun 1997 ke tahun
1938 menunjukkan adanya peningkalan.

Fada lahun 1897 pendapalan perkapila penduduk fercalat sebesar
130,08 mikyar rupiah dan pada tahun 1928 nalk menjadi 180,55 milyar
rupiah. Hal ini berarti bahwa Pendapalan Regional Daerah Kabupalen Gowa

marnpu unluk m&mbua:.rm kEpsntIngan daErah l:negliu juga dﬂngan pemanf&alan
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2.2.2 Tentang Penyulanggaraan thnumi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara kila secara legas
dinyatakan sebagai suatu negara yang berbentuk kesaluan. Prinsip yang
tersimpul dalam negara kesaluan adalah pemeriniah pusal yang berwenang
untuk turut campur langan sacara lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di
daerah dan kewenangan pemeriniah pusat ini lerdapal dalam sualu perumusan
umum dalam Undang-Undang Dasar 1945,

Lelak geografis Kola Sungguminasa cukup slrategis karena dilintasi
jaringan jalan alteri (Jalur jalan regional) Ujung Pandang Takalar dan merupakan
jalur penghubung deﬁgan kota-kota kabupalen lainnya alau kota-kota kecamatan

yang ada di dalam Wilayah Kabupalen Gowa. Untuk mengkoordinasi

pembangunan dengan_ wilayah sekilarnya, maka kola Sungguminasa.yang . ...



menjadi bagian dari sistem wilayah MINASA MAUPA dimana koordinasi
pembangunan dengan pembangunan antara wilayah dilakukan bersama-sama
dengan Kolamadya ujung Pandang dan Kabupalen Maros.

Penyelenggaraan otonomi pada Kabupaten Daerah Propinsi Gowa yang
berlandaskan pada Pasal (1) Undang-Undang Momor 22 Tahun 1948 yang
memuat fentang 2 (dua) Kebijaksanaan baru tentang hasrat pemerintah pusal
untuk memberikan olonomi yang selﬁasduasnya kepada daerah dan tilik berat
otonomi daerah serfa kedudukan daerah otonomi yailu pada Daerah Kabupalen.

Sehubungan dengan hal tersebul di atas sebagai realisasi maka dikeluarkanlah

Sural Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor B-318/1/1994, tentang -

Penetapan 26 Daerah Pencontohan Otonomi dan Kabupaten Gowa adalah salah= i .

salu daerah di Propinsi Sulawesi Selatan yang terpilih sebagai 'd'aeraﬁ'-_'_'_.':':

percontohan otonomi tersebu!, karena besarnya peranan dan kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dasar perlimbangan potensi dan tingkal
stabilitas daerah yang baik. Hal ini lerbukli bahwa Kabupaten Gowa maupun
untuk membiayai penyelenggaraan urusan olonominya sendiri baik dari sumber
daya alam maupun sumber daya manusia yang menjadi jaminan ferhadap
kemampuan daerah didalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya baik
kuantitas maupun kualtasnya.

Sejak dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara
sebagai salah salu Daerah.Fercunmnan Otonomi, maka Kabupaten Gowa dapat

menyelenggarakan  Urusan-urusan  rumah  langga  daerahnya dengan

. menitikberalkan pada seklor ekonomi, pertanian, perdagangan dan seklor .
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lainnya yang dari tahun ketahun meningkat dengan memperhatikan kondisi
spesifikasi daerah pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai perwujudan darl olonomi daerah yang berdasarkan pada azas
desentralisasi, maka pelaksanaan penyusunan pembangunan daerah Daerah
Kabupaten Gowa, adalah dengan tahapan sebagai berikul
(1) Penyusunan perencanaan jangka panjang 25 (dua puluh =2} tahun dialur

dalam PFola Dasar Pcomiangunan Daerah vang ditetackan safian

i L SN LU= TR dacidil

) Peny sunan perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun

_ dalam beniuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA)

-';a;ng. ..4:-I_-Ilelapl!{an &éhgan ﬁepulﬂsan- Eupall Kepala Daerah seita.p & {.Iim-é_}
tahun féng merupakan penjabaran dari Pola Dasar (POLDAS).

(3) Penyusunan perencanaan jangka pendek 1 (salu) tahun diatur dalam
Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang merupakan
penjabaran lebih lanjul dari Repefitada sekaligus merupakan alal arahan
atau pedoman dalam melakukan sistem perencanaan dari bawah (bottom-up
planning) yang diperlemukan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan darn alas
{top down-planning).

Pelaksanaan sistem perencanaan tersebul di atas, di Daerah Kabupaten

Gowa lelah berjalan dengan baik, namun disadari pula masin terdapatnya

kalemahan-kelemahan terutama ditingkat bawah, hal ini disebabkan karena

{erbatasnya pemahaman terhadap perencanaan pembangunan.

T 4 . Py i -
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Agar tujuan pembangunan daerah yang diinginkan tercapai secara
maksimal dan agar sefiap kawasan dapal berkembang secara optimal sesuai
dengan potensi yang dimilikinya, maka perlu adanya rencana fata ruang wilayah
dalam beniuk rencana siruktur tata ruang daerah yang dijabarkan dalam beniuk
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tala Ruang (RDTR) dan
Rencana Teknis Tala Ruang (RTTR) dengan memperhalikan semua aspek
penalaan ruang. Rencana sftruklur tata ruang dimaksud berfungsi sebagai
pedoman dan acuan bagl semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan di
daerah ini.

Pembangunan daerah Kabupalen Gowa adalah seluruh kegiatan
pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Gowa, yang meliputi kegiatan
pembangunan yang menjadi lugas dan langgungjawab pemerintah daerah
utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakal, serta
koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di
Kabupaten Gowa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusal di daerah,
maupun oleh pemeriniah daerah dan masyarakat.

Pembangunan diarahkan pada lerciplanya otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dan pelaksanaannya dititik beratkan
pada pemberdayaan masyarakal unfuk menunjang dan meningkatkan peran
aklif masyarakal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
aksebilitas masyarakat terhadap aset-aset produksi dan peluang pasar, yang

diarahkan pada peningkatan ketahanan perekonomian daerah dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakal.
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Kebijaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
diarahkan pada peningkatan kemajuan daerah unluk berolonoml melalui
pembinaan urusan rumah tangga daerah, pembinaan hubungan Bupali Kepala
Daerah dan DPRD, serta pembinaan keuangan, kekzyaan ﬁarla Badan usahs

Milin Daerah (BUMD, kauangan doerah

F‘\:_ﬂ_ o aa

a ..::,. ] -3
juga telah melaksanakan urusan pemerintahan pusal berdasarkay pe;ﬂ‘uﬁaﬂ

TR,

pemerintah nomor 8 Tahun 1955 sebanyak 18  urusan daf DRUSEf—

Pemerintahan Daeran Propinsi Sulawesi Selalan berdasarkan F‘Eralu;al'l"
Dasrah Propinsi Sutawesi Selatan Nemor § Tahun 1993 sebanyak 8 urusan.
Dari sebagian urusan rumah ltangga yang lelah dilaksanakan, maka untuk
mewadal urusan tersebul lelah dibentuk dinas-dinas berdasarkan Peraluran
Dagrah Kabupaten Gowa sebagai unit pelaksana pemerintah Daerah
sebanyak 24 dinas dengan berpedoman pada Kepmendagri Momor 44 tahun
1995 dan kepulusan henpan Nomor 16 Tahun 1993,

(2} Sejalan dengan pelaksanaan otonami daerah yang nyala dan bertanggung
jawab yang dititix beratkan pada Daerah Kabupaten, maka Pemeriniah
Daerah Kabupaten Gowa senanliasa memberikan perhatian terhadap upaya
peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PBB selama tahun

1994/19485 s/d 1998/1999. Dengan kemampuan keuangan daerah yang

LK}
£

&
£
Fia




dimiliki unluk menunjang penyediaan alal-alat perlengkapan daerah untuk
kepentingan sumber pendapatan asli daerah, maka lelah digunakan sistem
Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dan pada tahun 1987/1998
dilakukan proyek pengaduan alal komunikasi.

{(3) Upaya unluk terus menerus memacu kemampuan berotonomi Kabupalen
Gowa juga dapal dilihal pada keadaan personil lenaga pengajar dan
pegawai pada seluruh instansi sebagai upaya unluk peningkalan kualifasnya
melalul tambahan pendidikan formal, fungsional dan terutama pendidikan
penjenjangan.

Hal lain yang menunjukkan kemampuan Ctonomi Daerah Kabupalen
Gowa adalah darl segi kemampuan membina Perusahaan Daerah Utamanya
PDAM sebagai salah satu unit BUMD selain perusahaan Daerah Karya Gowa.
2.3. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah Kabupaten Gowa

Prinsip dalam negara kesatuan adalah bahwa yang memegang tampuk
kekuasaan lertinggl atas segenap warga negara ialah Pemerintah Pusat (Central
Goverment) lanpa adanya gangguan oleh sualu delegasi atau pelimpahan
kekuasaan kepala pemerinlah daerah (Local Government). Selanjulnya bahwa
dalam negara kesaluan terdapal azas bahwa segenap urusan-urusan negara
lidak dibagi antara pemerintah pusal dengan pemerintah di daerah, sehingga
urusan-urusan negara dalam negara kesaluan letap merupakan sualu kebulatan

{Eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggl di negara ialah pemeriniah

pusat.




Pemerintah pusal sebagal komponen yang memberikan ofonami kepada

daerah cenderung lerlaly besar pengaruhnya czn lerlalu Kual menerapkan asas

Mesartralizasi MNakbanzen
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cenaerung mengakibatkan biaya tinggi akibal lambatnya birokrasi, sehingga
tidak mendorong kreativilas dan molivasi untuk menggali potensi pembangunan
di daerah.

Sehubungan dengan iy, maka segala urusan yang dilimpahkan oleh
pemerinlah pusal kepada pejabal-pejabalnya di daerah lelap menjadi
tanggungjawabd pemerinlah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan
maupun biaya alau anggarannya, namun kedudukan kepala daerah selaku
Hﬂardlr;:all:lr wil-aﬁ_.'ahnya dan -dihaiaph:an dapat melaksanakan seria
menyelesaikan seliap 'I-:ep&nﬁngan fersebut, sehingga mencapai sasaran yang
dikehendaki oleh pemerintah daerah,

Kunci otonomi adalah penyerahan urusan pemerinlah pusal alau
Pemerintah Daerah Propinsi ke Pemerintah Daerah Kabupalen, sehingga jangan
ada anggapan bahwa hanya pemeriniah pusat saja yang menyerahkan urusan
Kepada Daerah Kabupalen. Dan sekarang ini pada masa olonomi dilaksanakan
sebagian urusan pada Daerah Propinsi, idealnya sudah diserahkan penuh pada
Daerah Kabupaten tetapi belum juga terealisir meski penugasannya sudah
dijalankan oleh Daeran Kabupaten. Begitupun penyerahan urusan dari Daerah
Propinsi yang mestinya melalui peraturan daerah kini cukup dengan Sural

kepulusan Gubernur saja. Disini kejelian dan kemauan keras dari aparal

diperlukan.
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Dengan ofonomi berarti sebagian besar urusan pemerintah yang selama
ini ditangani secara sekloral oleh pemerintah pusat melalui Kandep akan di
serahkan kepada Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah salu dari 26 Daerah
Kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai daerah percontohan otonomi. Hal ini
berarti bahwa Kandep-Kandep yang merupakan kepanjangan tangan instansi
vertikal (deparlemen) akan dihapuskan dan fungsi serta tugas akan ditangani
oleh dinas-dinas daerah yang ada di bawah pemerintah Daerah Kabupalen
Gowa, sehingga dirumuskanlah 26 Raperda tentang pembéentukan dinas-dinas di
Kabupaten Gowa yang kemudian diterima dan dibahas oleh DPRD Kabupalen
Gowa pada tanggal § Marel 1995,

Berdasarkan SK. Mendagrl No. 363 Tahun 1977, tenlang pedoman
pembeniukan susunan erganisasi dan lala kerja Dinas Daerah Kahupalen, yang
mempunyai tugas sebagal berikut |
(a) Melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam bidang yang

menjadi tanggung jawabnya.
(b) Melaksanakan lugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupali Daerah
Kabupaten kepada Dinas Daerah.

Sehubungan dengan hal lersebut di alas, maka pemerintah Daerah
Kabupalen Gowa, saat ini lelah mengupayakan dan meningkatkan serla
mengoptimalkan segala urusar yang telah diserahkan oleh pemerintah pusal
dan Daerah Propinsi untuk dikemﬁangkan dan dikelola baik darl Dinas Propinsi
s.dinas yang ada di Kabupalen Gowa. Wewenang yang diberikan oleh

dan dina

pusal ke daerah, akan ditala ulang pembentukannya, siruklur organisasi dan




tala kerja menjadi dinas otonom sebagai peringkal daerah yang merupakan line

operasional,

sejak  dicanangkan Kabupalen Gowa sebagal dserah percontohan
otonemi, sehingga Kabupalen Gowa sebagai sualu tolak ukur bagi Daerah
Kabupalen lainnya di Sulawesi Selalan, hal ini menunjukkan bahwa Daerah
Kabupaten Gowa merupakan salah salu daerah yang cukup mampu dalam hal
potensi dan Pendapalan Daerah (PAD). Masa ujicoba selama 2 (dua) tahun
selelah diresmikan oleh Presiden Soeharto, Maka pelaksanaan yang intensif,
kemudian apabila uji coba tersebut berhasil dengan melihat pada peningkatan
sumber daya alam, sumber daya manusia serta kemampuan organisasi dan
manajemen harus mampu memotivasi dan menorganisic segala potensl yang
ada seoplimal mungkin, maka akan dilakukan pemberian otonomi secara
nasionalfuntuk seluruh Daerah Kabupaten di Indenesia,

Sefelah melalul proses yang panjang mengenai masa uji coba
percontohan daerah otonomi, maka Kabupalen Gowa -dari tahun ke tahun
mengalami peningkalan yang luar biasa, khususnya pendapatan yang
bersumber dari dinas pertambangan, hesar pendapalan daerah Kabupalen
Gowa adalah dari bahan galian, golongan c. Hingga saat Inl pendapatan
tersebut masin perlu uniuk  ditingkatkan mutu, prakarsa dan kreativitas dari
masyarakal serta aparal yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemerintahan
Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan olonomi secara nasional pada

di Daerah

tahun 2001.
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Fenyerahan urusan® pemerintah pusal kepada Daerah Kabupaten Gowa,

bukan hanya Derupa penyerahan tugas dan tanggung jawab saja, telapi juga

mencakup  penyerahan personil, peralatan dan penggarapan yang

mendukungya, sehingga lidak seluruh fugas pemerintah pusal dapat dan boleh
diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas-lugas pemerintahan yang secara
langsung melekat pada hakekal negara kesatuan dan kedaulatan negara letap
dikelola oleh pem e}intah pusat.

Fenyerahan  berbagai urusan pemerintahan  jelas akan  lebih
mengembangkan dan mengukuhkan akar demokrasi pancasila. Bersama
dengan itu juga akan memungkinkan jajaran pemerintah pusat rn_enurun}-:an
perhatian pada tugas-tugas yang lebih strategis. Karena pemerintah pusat harus
mempertanggung jawabkan  urusan-urusan pemerintahan tersebul kepada
Majelis Permusyawaralan Rakyal (MPR). Hal serupa juga dengan pemerintah
Daerah Kabupaten Gowa, harus dapal mencurahkan seluruh perhatiannya pada
aspek manajemen pemerintahan yang melipuli perencanaan, pengorganisasi
dan pengendalian urusan-urusan pemerintahan lersebul dengan kandisi daerah
Kabupaten Gowa. Tugas-lugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah yang secara vurisdiks| dac fekni

T b b = | a4
= = ""1."-_'!". llﬂﬂl"' -:-_lr'qr!n!ah Pigeian nantipeisil R
vang lebih tepal disslenggarchon !

Gnsur keailayaon darn pems nan

S

e = Foreantahon Ciener s Breerah; bunfingon Kompas 29

April 1993
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it
unjukknya Daerah Kabupaten Gowa" sebagai daerah perconlohan
otonomi dengan merujuk pada 3 (liga) kriteria pokok, yakni ;
(1) Kemampuan pemasukan Pendapatan Asii Daerah (PAD)

(2) Kemampuan personalia

(3) Prasarana kelembagaan

Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) felah memenuhi syaral, karena
telah mencapai 20 % dari APBD, lerlebih lagi personalia sebagai pengelola pada
saal ini, personalia Gowa 1.86.337 orang. Dan jika dilihat dari segi kelembagaan
yang sebelumnya sudah lerbentuk 12 dinas olonomi, dengan 9 Kecamatan dan
99 desa, serta 19 Kelurahan ditambah jumlah penduduk 474137 jiwa, maka
diventukiah 14 dinas olonom, sehingga Kini Kabupaten Gowa lelah memiliki 26
dinas ctonom.

Pada prinsipnya balasan kewenangan nlﬂnqmi diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan, telapi mengenai kewenangan mana yang diatur
oleh pemerinlah pusat banyak menimbulkan persoalan.

2.4 Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam peleksanaan pemberian  olonomi daerah kepada Daersh
Kabupalen yang berdasarkan pada UU, No. 5 Tahun 1874, maka menurul Pasal
64 UU lersebul mengenai Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
merupakan hal yang sangal penting, karena dengan APED dapal menemukarll :

(1) Jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah

« Gyahrul Yasin Limpa, SHM 5j: Peloksanoan Pembangunan di Kobupaten Gowa; Sungguminasa,
yahru L e i

1999



(2) Merupakan sualu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab,

(3) Memberi arti dan makna kepada tanggung jawab pemerintah daerah
umumnya dan kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah lersebul menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah
daerah.

(4) Merupakan sualu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah
dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.

{5) Merupakan pemberian Kuasa Kepada kepala daerah untuk
menyelenggarakan keuangan daerah di dalam batas tertentu,

Sehubungan dengan lu, maka APBD dalam penyusunannya harus balk
dan dipertimbangkan dengan saksama dengan memperhalikan skala prioritas
dan dalam pelaksanaannya harus lerarah pada sasaran yang berdaya guna dan
berhasil guna.

Oleh karena tahun anggaran nesgara dengan fahun anggaran daerah
adalah sama, maka daerah dapal menyusun anggaran belanjanya sesudah
diketahui besarnya subsidi yang akan dilermanyz, sehingga proses penyusunan
dan pengesahan serta pengundangan APBED lersebul dapal diselesaikan
beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran.

keperhasilan pembangunan daerah olonomi juga tidak terlepas dari

dukungan perkembangan sub sektor pembangunan daerah yang dibiayai dari
u

nggaran daerah yang terdiri darl Pendapatan Asli Dasrah (PAD) dan sumber
d

pembiayaan |lainnya seperli INPRES, pinjaman dan sumber dana lainnya.
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Seh
ubungan dengan program percontohan olonom| daerah, maka

peranan pendapatan asli daeran sangal menentukan baik dalam proses

penunjukan daerah sebagal percontohan, proses penentuan dan penyerahan

urusan-urusan - sebagai baglan dari olonominya sampai pada proses

menyukseskan pelaksanaan olonomi daerah yang bersangkulan, prinsip utama
adalah sefauhmana peran Pendapatan  Asli Daerah dalam mendukung
pembangunan suatu daerah. '
Fada umumnya Pendapalan Asli Daerah (PAD) di Indoneisa terbagi atas |
1. Pajak Derah
Menurut K.J.Davey', pajak daerah merupakan :
a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah
sendiri.
b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraluran naslonal telapi penetapan
tarifnya dilakukan oleh pemerintah daeran
¢. Pajak yang ditelapkan dan dipungul oleh pemerintah daerah.
d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan pemerinlah pusal lelapi hasil
dan pengalurannya diberikan kepada dibagi hasil dengan atau diberikan

pungutan lambahan oleh pemerintah daerah,

Beberapa pajak Yyang pada umumnya dipungut oleh pemeriniah daerah

diantaranya yailu pajak olonom, pajak pembangunan, pajak pendapatan

perusahaan, pajak penerangan jalan, pajak bangsa asing dan pajak reklame.

—

) ah, Teriensahan Amarndial #*‘E—H ag0
7 g J. Davey. Fembugyas” Pemerintah Dagr : £

44



2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adaiah pungulan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah atas jasa-jasa yang disediakan untuk rumah tangga swasta/masyarakat

umum yang berkepentingan. Jenis retribusi yang boleh dipungul sangat banyak

macamnya lelapi dalam prakieknya pemerintah daerah menyesuaikan dengan

kondisi daerah serta proses dan potensiainya obyek retribusi tersebut.

Menurut Soeparmoke® bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran
dari rakyal kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan
antara balas Jasa yang langsung dilerima dengan adanya pembayaran reir1t;mi
lersebut.

Goedhart,” berpendapat bahwa relribusi adalah penerimaan yang
diperolen dari rumah swasta berdasarkan norma-norma umum @ yang
ditetapkannya, berhubung dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan
untuk kepentingan umum secara khusus yang dilaksanakan sendirl oleh
pengusaha publik.

Secara lebih jelas, berdasarkan nota keuangan dan Rancangan APEN
Tahun 1992/1993, refribusi daerah adalah hasil pungulan daerah sebagai balas

jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan/pelayanan pemerintah

daerah, yang dilaksanakan dengan pengaturan daerah yang didasarkan atas

ketentuan permdang~unUangan yang berlaku.

ant Negara dalam Teari darm Frakiek, [9582

¥ Soeparmoko, Kiuang s Daerah, 1983

® Goedhart, Pajak Daerah dan Reir




Meski
Ipun jenis retribusi sangat banyak tetapi yang sering dipungut oleh

emeri in -
p mah daerah anlara lain : Leges, relribusi jalan dan jembatan, retribusi

pasar, retribusi kebersihan dan retribusi terminal.

Jika dibandingkan dengan pengertian pajak, maka terdapat perbedaan

antara keduanya, yaitu :

- Pajak berlaku umum, yakni berlaku bagi setiap orang yang telah memenuhi

orang-orang khusus vyang langsung dapat ditentukan bag
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemeriniah.
- Pajak memiliki unsur paksaan secara bidang maupun adminis
sedangkan retribusi unsur paksaan hanya bersifat administratif.
- Pajak memiliki balas juga yang langsung dapal dirasakan, sedangkan
retribusi balas jasanya bersifat langsung.
3. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Pengadaan perusahaan daerah oleh pemerintah, selain uniuk
menciptakan lapangan kerja juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi

daerah dengan mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Mengenai perusahaan daerah ini diatur dalam undang-undang nomaor 3

Tahun 1962, perusahaan daerah yang dimaksudkan adalah perusahaan yang

modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,

kecuall ditentukan lain dengan/atau berdasarkan undang-undang.




Beberapa contoh Perusahaan daerah yang pada umumnya ada di daerah

yailu Bank F'Embanﬂu_nan Daerah (BPD) dan Perusahaan Dasrah Air Minum

(PDAM).

Laba darl BUMD ini merupakan sumber penerimaan keuangan daerah

yang sangal menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam rangka

menyukseskan percontohan otonomi daerah.

4. Pemberian Dinas-Dinas Daerah

Yang dimaksudkan penerimaan dinas-dinas daerah adalah penerimaan
dari dinas-dinas yang ada selain dinas pendapatan daerah. Fungsi pokek dari
dari dinas-dinas daerah adalah mengulamakan pelayanan kepada masyarakat,
seperli dinasi yang ada pada Daerah Kabupaten yaitu dinas perkebunan, dan
lain-lainnya sesuai polensi dan kepentingan daerah tersebut,

5. Penerimaan lain-lain

Segala penerimaan di |uar penerimaan darl dinas-dinas merupakan
penerimaan lain-lain, misalnya penerimaan dari sewa ruma dinas mifik daerah,
sewa gedung dan tanah milik daerah, penerimaan pihak keliga yang lidak

mengikal dan sah, hasil penjualan dari barang-barang bekas milik daerah dan

lain-lain yang dianggap sah.

6. Pinjaman Daerah

segala penerimaan yand hersumber darl pinjaman disebut pinjaman
ega

P i mbantu  membiayai
ini h inl digunakan untuk me
daerah. injaman  daera

Pinfam lerdiri
: jyaran pembangunan. Finj2 an daerah

utin maupun pengeiuar

pengeluaran e

dari :
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a. Pinjama i
jJaman yang diberikan gleh pémerintah pusat kepada pemerintah dasrah

untuk penyeriaan modal daerah,

b. Pinjaman darl pemerintan pusal guna pembangunan pasar unfuk

kepentingan masyarakat hErpEHdapa[an rendah dan alau pedangang kecll.

¢. Finjaman luar negeri untuk proyek-proyek pengembangan kota.

d. Pinjaman dari pihak pemerintahmaupun pihak swasta lainnya. e W‘;\‘
o _ B Mg %s
e. Lain-lain pinjaman daerah yang sah, A

Selain keenam sumber pendapatan daerah sebagaimana tersAbyldi ales.

masih ade sumber penerimaan daerah isin. reisalnya bast hasil paezt W ukan
naiak  catnh haal Rasll nainl Rl doee byt e % -

' HEoomsl d&n Femennian Kabupaian.

Pembagian hasil pajak ini diatur dalam peraturan pemerintah nomaor 47
tahun 1985, dengan perincian pembagian yailu 10% untuk pemerintgh pusatl,
ED-‘:'E, untuk pemeriniah daerah. Unutk pemerintah daerah dibagi lagi terdiri 16,6%
untuk pemerintah daerah Propinsi dan 64, 8% unluk pemerintah daerah

Kabupaten, selebihnya sebanyak 9 % merupakan upah pungut. Bagi hasil bukan

pajak yailu berasal dari luaran Hasil Hulan (IHH) dan luran Hak Penguasaan

Hutan (IHPH).

7. Penghasilan lain-lain yang sah.

Merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang digunakan uniug

membiayali pengeluaraln rulin daerah yang terdiri dari pengeluaran dalam

intahan sehari-hari serta pengeluaran untuk pelayanan umum kepada
pemerinta

kal serta untuk membiayai adminisiralif, selain flu juga diguanakan
masyarakai &

sl




untuk membia
¥al pengeluaran pembangunan daerah, khususnya dalam rangka

glaksanaan ot
p onomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, serla

bi i
iasanya dalam wujud pembangunan fisik, rehabilitasi serla pemeliharaan

sarana dan prasarana umum_

2.4.1 Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APED)

Fembangunan daerah yang diarahkan pada tarciptanya.ntnnumi daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dititik beratkan pada
pemberdayaan masyarakal unluk menunjang dan meningkalkan peran aklif
masyarakal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seria
urtuk menjamin dan meningkatkan aksebillas masyarakal lerhadap asel-aset
produksi dan peluang perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakal.

Keberhasilan pembangunan yang lelah dicapal oleh Dasrah Kabupalen
Gowa-tidak terlepas dari dukungan perkembangan sub seklor pembangunan
daerah yang dibiayal dari anggaran daerah yang lerdiri dari Pendapalan Asli

Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya,

Anggaran pembangunan yang lertuang dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 5§ (ima) lahun lerakhir

(Tahun Anggaran 19941995 gampal dengan tahun 1928/1999) dimana proyek

pembangunan Yang persumber dari APBN dan Bantuan Luar Negeri (BLN)

mengalami peningkalan rala-rata 42,08 % pertahun,
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Penyusun
y an - dan  pengelolaan APBD Daerah Kabupalen Gowa

dilaksanakan ' .
setiap tahun anggaran berjalan, karena adanya penambahan dan

alau pengurangan yang terfadi, sehingga periy uniuk dilakukan perubahan

anggaran daerah tersebul dan ditetapkan dengan peraturan daerah oleh Bupali

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gowa,

Penyusunan  Anggaran Pendapal dan Belanja Daerah (APED)
mencakup:

1. Pendapatan :

(1) Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
(2) Bagian Pendapaian Asli Daerah (PAD)
- Palak Daerah
- Relribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Pendapatan lain-lain.
(3) Pendapatan yang berasal dari pemeriniah dan alau instansi yang linggi :
- Bagi hasll pajak
- Bagi hasil bukan pajak
- Subsidi daerah otonoml
- Bantuan pembangunan
- Penerimaan lainnya
(4) Bagian pinjaman pei erintah daerah :

- Pinjaman dari pemerirﬁan pusal

- Pinjaman dari lembaga keuangan dalam neger|
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Dengan
gan penyusunan dan Pengelolaan Anggaran FPendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tersepu dengan melihat pada jumlah sebelum perubahan dan

et |
jumiah sesudah perubahan sehingga diketahui adanya peningkatan dan

perkembangan anggaran lersebut.

2.4.2 Anggaran Rutin

Anggaran rulin merupakan bagian anggaran yang sama penting

peranannya dengan anggaran pendapalan yang terfuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi anggaran rutin adalah
merupakan anggaran khusus unluk membiayai bagian unsur-unsur  umum

pemerintahan di daerah.
Anggaran rutin terdiri atas dua jenis, yakni Anggaran Rutin dan Anggaran
Belanja Rutin.

Anggaran belanja rutin adalah berkenaan dengan belanja pegawai, belanja

barana, perjalanan dinas, pem gliharaan, dan lain-lain.
Anggaran pendapatan rulin adalah yang berkenaan atau berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, hasil relribusi

daerah hasil perusahean daerah serta hasil usaha lain yang sah, yang

berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang No. & Tahun 1974.

Ad perkembangan anggaran pendapalan dan belanja rutin Daerah
apun

994/1995 sampal dengan
Tahun Anggaran 1
Kabupaten Gowa, sglama

1998/1999, sebagai berikul -
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Tabel-3

Komposisl Antara Anggaran Rutin dan
Anggaran Pendapatan T.A. 1994/1995 s/d 1998/1899
(Jutaan Rp.)

Tahun Anggaran Rutin Angaran Pembangunan | | ...
Anggaran Nilai % Nilai %
19941995 18.537 4 59,0 12,8933 41,0 314357
1995/1996 26.802 4 67,0 13.216,5 33,0 40.018.9
19986/1997 30,7712 66,0 15.879 .4 4.0 46,656 6
1997/1998 35,9647 55,0 29.406,2 45,0 65,370.9
1998/1999 471478 | 340 768888 | 652 121.036,6 |

sumber : Bappeda TH Il Gowa.
Berdasarkan pada label 3 tersebul di alas sangal jelas bahwa jumlan

anggaran rutin pada setiap tahunmya mengalami peningkalan rala-rata sebesar

18,51 pertahun. Hal tersebul berarli bahwa pada seklor pelayanan administrasi

tidak lerjadi perubahan yang cukup besar.

Anggaran Pembangunan
Anggaran pembangunan merupakan seklior yang mapgao~harkan gorv

ang dia abkan pads pioos BANAAR cteabEi

dan volume pemuanguic. waerah ¥

HiEE . RS S L
k._'a-ﬂl""'il"' T, r_;..--l-ﬁ Ao i "

qerva pembangur- gntara sektor o daerah dan antara pembzangunan
ey e

sektoral dan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan uniuk meningkatkan dayagund

dan hasil guna, maka pelaksanaannya dapal dilihat darl kegiatan dan hasil

pembangunan dalam berbagal program yang telah direncanakan. Unluk ilu

peningkalan pembiayaan pembangunan darl perbagai sumber dana sangal
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menentukan.
Adapun gambaran perkembangan pembiayaan pembangunan

Kabupalen Gowa selama Tahun Anggaran 1994/1985sampai  dengan
1998/1999, sebagai beriku! :
Tahel - 4
Anggaran Pembangunan Kabupaten Gowa
T.A. 1984/995 — 1998/1999
(Jutaan Rp)
No | Sumber Dana | 1994/7995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 199771998 | 1998/1339
1. | APBN 2345666 | 1747794 79550 | 21.720,82 | 13360246 |
2. | BLN 4734432 | 7569105 10013340 | 14830288 | 148.154,48
3. | INPRES 1001049 | 1245666 | 1248113 17.257.21| 20.749,28
4, | APBD| 330147 | 399246| 227625| 940287 | 527888
5. | ABD 78618 B26.60 572.51 1.332.50 600,00
6. | APBD Il 2522.16| 348622| 472622| 682915| 1395322
JUMLAH 8752716 | 113.931,00 [ 149,742,00 304 954 42 | 32242743

Sumbern ; Bappeda TK |l Gowa

Dari data di atas, nampak batwa terjadi

pembangunan dengan tingkal

{ahun.

peningkatan jumlah anggaran

pertumbuhan yang semakin besar dari tahun ke




BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelilian dilakukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Gowa dengan
sasaran atau pokok peneltian pada Dinas Daerah Kabupaten Gowa dan pada
Kantor BPS Kabupalen Gowa di Sungguminasa. |

Tujuan penelitian inl dimaksudkan untuk mengelahui pelaksanaan
pemberian olonomi pada dinas Daerah Kabupalen Gowa, Sebagai objek
peneltian disebabkan karena instalasi tersebul memilki peranan penting dalam
rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan olonomi daerah yang merupakan
salzh satu indikalor kesuksesan pembangunan nasional di daerah.

3.2 Teknik Pengumpulan Daia

penelitian ini dijelaskan secard deskriplif dari objek yang ditelti yaknl

pelaksanaan pemberian olonomi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

sebagai salah sail daerah percnntuhan olonomi. Hal ini dilakukan guna

menentukan pendukung dan faktor penghambai serta aspek hukum pelaksanaan

alonomi tersebut.

pPenulis juga dalam ini menggunakan strategi pengembangan yaitu

penelitian yang berfujuan mengembangkan sesuatu berdasarkan masalafr

masalah dari suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori-teori, khususnya
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teori Hukum Adminisirasi Negara. Hal ini dilakukan unluk menentukan sualu

Untuk memperoleh dan mengumpulkan dala yang diperlukan maka
penulis menggunakan model pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Melode penellian pustaka (library research) yailu dengan menggunakan
leori-teori serta dokumen perundang-undangan yang berhubungan dengan
obyek penelitian.

b. Metode Lapangan (field research) yailu dilaksanakan secaera logis dengan
menggunakan teknik wawancara dan panduan wawancara pada dinas
Daerah Kabupalen Gowa dan Kantor BPS Kabupalen Gowa.

3.3 Anallsls Data

Adapun jenis dala yang digunakan dalam penulisan adalah dala sekunder
yaitu data-data yang diperoleh melalul dokumen peraluran perundang-undang
serla teori-teari yang diperoleh melalui literatur ilmiah

Dalam menganalisis dala digunakan melode deskriptif kualitalif, yaitu

a

i berian
dengan memberi penjelasan aambaran mengenai pelaksanaan pem
en '

slonomi berdasarkan wawancara yang dilakukan,

Y I - ] J 'I:Ib'.l..l.t.. ;'? 1255, !. M-
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dalam Pemberian

Otonoml Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Di dalam suatu negara kesatuan, permasalahan yang senan

dan masih periu untuk dikajian adalah sekitar hubungan pem
pemerintahan daerah. Masalah ini berkisar teniang perfanyaan, bag
hubungan anlara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah dapat 1ETJE|EI1
dengan baik, serla bagaimana pemberian olonomi kepada daerah seria
pelaksanaannya. Untuk #tu penulis ingin ketengahkan yang menyangkut teniang
hubungan tersebut.

Oleh karena negara Indonesia merupakan sualu negara kesaiuan, maka
Ierdapat daerah-daerah yangd merupakan bagian darl negara kesaluan, dan
sebagai landasannya gesuai dengan yand terhitung dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyebutkan .

“pembagian Daeran Indonesia atas daeran besar dan kecil dengan

hentuk dan susunan pemerintahannya ditelapkan dengan undang-undang

dengan memandang dan mengingali dasar parmusyawaratan dalam
sistem pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaralan dalam sisiem

pemeriniahan negara dan hak asakusul dalam daersh yang bersifal
islimewa.
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Den '
gan kata lain dapal dikaiakan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 tersebul merupakan landasan bagi pemerintah di daerah,

henu 1 '
rut R. Joeniarto™, kesimpulan yang dapat ditarik dari Pasal 18
Undang-Undang Dasar 19435 dan penjelasannya adalah :

1. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk susunan kesatuan,
oleh karena itu di dalam daerah, negara tidak terdapat adanya "Staat”
(negara bagian)

2. Daerah Indonasia evan dibagi-bagi lengsung menjadi 4asrah pemerinlaian
bt ab besar dan keod b= Do pemerinlatian lokal vano befak menay
A

ambAgian Galam b oenidk Sera susunan pemerintah lokal ini akan ada dan
harus diatur dengan undang-undang.

4. Penyelenggaraan pemeriniahan lokal yang berhak mengalur dan mengurus
rumah  ftangganya sendiri  harus dipandang dan  diingal  dasar
permusyawaratan dalam sistem pemeriniahan negara

5. Negara Republik Indonasia akan menghormali kedaulalan serta hak asal usul

yang lerdapal di daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dengan demikian di dalam negara kesatuan Indonesia dibentuk daerah-

daerah otonom Yyang mempunyal kewenangan unluk mengalur dan mengurus

rumah tangganya sendirl. Dan daerah-daerah otonom yang lefah dibentuk dalam

MNegara Republik indonesia sekarang ini terutama mempunyai lugas membeniuk

pgrundang-undangan sendiri, kemudian melaksanakannya serta bertujuan uniuk

o - Jum:arm-ﬂ:p:-':-.:spn‘: cxanomi Daerah, {935,
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mengalur masyarakat guna kepentingan bersama dalam batas-batas dan

kewenangan daripada daerah lersebut.

Selanjulnya didalam Ketenluan MPR Rl No. IV/MPR/M873 tentang Garis-

Garis Besar Haluan Megara telah digariskan prinsip-prinsip pokok tentang

pelaksanaan oflonomi daerah sebagai berikut ;

"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang lersebar di
seluruh pelosok negara.. dan dalam membina kestabilan politik seria
kesaluan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusal
dan daerah alas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan kepada
pelaksanaan elonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawah yand
dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, can
dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi’

Dari prinsip-prinsip tersebul  diatas, maka dapal ditarix kesimpulan

sebagai berikut
1. Prinsip otonomi daeran

2. Tujuan pemberian olanomi kepada daerah

3. Pengaturan-pengaturan dalam pemberian olonomi kepada daerah

4. Pelaksanaan pemberian slonomi bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Sehingga pengalaman atas dasar prinsip olonomi yang seluas-luasnya tu justru

dapat merupakan kekhawaliran uniuk lerwujudnya keutyhan sendi-sendi negara

kesaluan dari apa yang diharapkan.
Undang-Undang  Nomor § Tahun 1974 leniang pokok-pokok
pemerintahan 4i daerah menganul prinsip olonomi yang nyata dan
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bertanggungjawab dengan titik beral otonom| pada Daerah Kabupaten, prinsip ini
mempunyal makna bahwa pelaksanaan asas Desenlralisasi akan lebih banyak

diarahkan ke Daerah Kabupalen, sehingga pelaksanaan asas dekonsenirasi

lebih ditekankan kepada wilayah propinsi.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Momor 43
Tahun 1992 mengenal penyerahan urusan darl pemerintah sejah mungkin
dilakukan secara jelas dan lebih mengembangkan kemampuan dan kualitas baik
Pemeriniah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupalen.

Dalam rangka mempercepal dan memantapkan realisasi otonomi daerah
yang nyata dan bertanggung jawab dengan litik beral pada Daerah Kabupaien
telah dikeluarkan Peraturan Pemeriniah Nomor & Tahun 1995 tentang
penyerahan sebagian urusan kepada 26 (dua puluh anam) Daerah Kabupalen
perconighan. Salah salu dari kedua puluh enam propinsi yang dicanangkan
{ersebul adalah Daerah Kabupalen Gowa, Sulawes| Selatan.

Denoan otonomi tersebul, kini Kabupaten Gowa memiliki 26 (Dua pulub
enam) Dinas otonomi yang lelah diserahkan oleh pusat, Hanya saja dua
departemen yang belum menyerankan urusannya yaitu Departemen Agama dan
Departemen Penerangan.

Darl pembinaan yang dilakukan selama periode 1994-19%9, Daerah
Kapupaten Gowa lelah mampu melaksanakan urusan rumah tangganya selain
rumah langga daerah Yyang menjadi  urusan pangkal juga telah

urusan

melaksanakan urusan pemerintah pusal berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor B Tahun 1895, sebanyak 18 urusan dan urusan Pemerintah Daerah
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Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Propinsi Sulawesi Selalan Nomor 5 Tahun 1995 sebanyak 8 urusan. Darl
sebagian Urusan Rumah Tangga yang telah dilaksanakan, maka untuk mewadai

urusan lersebul lelah dibentuk dinas-dinas berdasarkan Peraluran Daerah

Daerah Kabupalen Gowa sebagai unit pelaksanaan Pemerinlah Daerah

sebanyak 24 dinas dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 44 Tahun
1895 dan Kepulusan Menpan Nomor 16 Tahun 1995,

Dalam pada #tu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraluran Pemerintah No. 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otenomi Daerah maka, herdasarkan hal lersebut
pembinaan operasional yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Sulawesi Selalan selaku Kepala Wilayah terhadap Daerah Kabupalen
Kabupaten Gowa adalah merupakan tanggung jawab Gubernur kepada Daerah
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah umum di daerah, lermasuk
didalammya bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya sesual dengan

kebijaksanaan pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang nemor & Tahun 1974 lentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kerjasama Bupali Kepala Daerah

Kabupalen Gowa dan DPRD Daerah Kabupaten Gowa selama periode 1994-

1099 menetapkan perda sebanyak 131 buah yang meliputi Peraturan Daerah

| tentang Pajak, Retribusi Daerah, dan lain-lain.
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Demikian pula proses pembahasan dan penelapan APBD, perubahan dan

perhitungan APBD serta pemberian kelerangan pertanggungjawaban kepada
Daerah seliap tahun.

Sejak dicanangkan Kabupalen Gowa sebagai Daerah Kabupaten

Perconiohan Olonomi Daerah, pada 24 April 1995 lalu, maka secara olomalis

lerjadi penycrahan Serbagal urusan pemerintal rus2! be-upa peryerahan lusos
dan tanggung jasah dalkem pelabsgies, Pemerintah di Doerah oenvo ah=n

e am el

ganmyaien  yany  niciuuhuny  pelensfiasl
pemeriniahan tersebut. Dengan demikian Pemerintah Dagrah Kabupaten Gowa
dapal mencurahkan seluruh perhatiannya pada aspek menajemen pemerintah
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian urusan-urusan
pemerintahan erdasarkan xondisi dan siluasi dasrah Kabupaien lersebul.

Dengan demikian, maka pemerintah pulsat, hanya memperhatiakan
perhatian pada lugas-lugas Yyang lebih  siralegis dan letap memaniau
pelaksanaan perconiohan otonomi yang berlangsung selama 2 (dua) lahun
untuk dievaluasi kembali.

Dari penjelasan yang telah diuralkan di atas, meka inli dari hubungan

antara ﬂerﬁerlntah pusal/ pam&ﬂnlah daerah adalah yang mencakup hakhal

fentang :
_ Prosedur dan mekanisme pemilihan serta pengangkalan kepala daerah

- Kapasitas Yyang dimiliki oleh Kepala Daerah dalam mengakomodasikan

proyek-proyek Inpres dan menjalankan koordinasi yang meMm ungkinkan

tgriaksananya proyek-proyek sekioral.




Selanjutnya mengenai pelaksanaan proyek-prayek inpres maupun proyek-
provek sekloral yang dgpal dijadikan indikasi lentang peran serla dan akomodasi
program pembangunan yang diletapkan di pusal, sehingga dapat dilihal
perkembangan jumlah, jenis dan volume proyek-proyek tersebut dalam seliap
fahunnya.

4.2 Peranan dan Tangggung Jawab Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan dalam Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Kabupaten
Gowa.

Sesuai dengan sislem pemerintahan negara menurut Undang-Undang
Dasar 1945, Pemerintah Pusal dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan dan dibaniu oleh seluruh jajaran Aparatur Pemerintah pusal baik
yang berbeda di pusal maupun di daerah.

Dalam posisinya sebagai kepala pemerintah, Presiden dapal menetapkan
berbagai kebijaksanaan pemerintah baik yang dirumuskan dan dituangkan dalam
bentuk lain seperti insiruksi, pelunjuk dan pengarahan. Bentuk perafuran
perundang-undangan kebijaksanaan presidenfpemerintah  dapal dituangkan
dalam benluk peraturan pem&rinlah dan kepulusan Presiden. Dalam kailannya
dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sejak dikeluarkannya LU No. 5
Tahun 1974, maka Presiden mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 4%
Tahun 1992 tenlang “penyelenggaraan Qlonomi Daerah” dengan tilik beral pada
Daerah Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai bagian darl wewenang

pengaturan yang dimiliki oleh Presiden yang dapal didelegasikan kepada Menteri




alau pejabal-pej
pejabal-pejabal  lainnya, dalam Kailannya dengan penyelenggaraan

pemeriniah pusal yang ada di wilayah pemerintah daerah

S ]
esual dengan konsep alau olonomi daerah harus tetap mengacu pada

g

penyelenggaraan otonomi di daerah berdasarkan UU. No. § Tahun 1974 adalah :

1. Pelaksanaan pemberian olonomi kepada daerah harus menunjang aspiras
perjuangan rakyal yakni memperkokoh negara kesaluan dan memperlinggi
tingkal kesejahteraan rakyal Indonesia seluruhnya.

2 Pemberian olonomi kepada daerah harus merupakan olonomi yang ivyata
dan berlanggung jawab.

3 Asas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas Dekonsent-
rasi, dengan membarikan kemugkinan pula bagi pelaksanaan 3asas tugas
pembantu.

n mengulamakan aspek keserasian dengan

4. pemberian gtonomi kepada daera

tujuan disamping aspek pendemokrasian,

5. Tujuan pemberian glonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan

dayaguna dan hasiiguna penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan

terhadap masyarakal gerta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik

dan sesatuan bangsa.

(2K
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Sejalan
J dengan konsep hegara kesatuan maka peraluran pemerintah

pusal terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah yang lerulama adalah
membina dan mengembangkan daerah agar mampu melaksanakan olonominya
secara efeklif dan efisiensi lanpa mengakibatkan kepentingan nasional secara
keseluruhan.

Dalam konslelasi perhubungan tersebul, maka pejabat ataupun unsur
pemerintah daerah I}erfu;'lgsi sebagai pengemban lugas-lugas Desentralisasi
dan lugas-lugas Dekonsenirasi maupun fugas pembantu, maka sebagai
konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah daerah ataupun unsur pejabat
pemerintah  daerah mampunyai 2 (dua) fungsi dalam arah orientasi
penyelenggaraan olonami daerah misalnya, maka kepala daerah berkedudukan
sebagal pemegang kekuasaan lerlinggi di daerahnya dan sekaligus sebagal
pembanty  pemerinian pusal o dzerah. Hal ini berarli bahwa, dalam
hubungannya dengan pemerintah pusat, kepala daerah berfungsi sebagal wakil
dari daerahnya lerhadap pusal begilu pun sebaliknya lerhadap daerahnya

Kepala Daerah adalah wakil pemeriniah pusal.

Penyerahan urusan Daerah Propinsi kepada Dasrah Kabupaten Gowa
tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 1995. Hubungan antara pemerintah daerah
dan pemeriniah Propinsi Sulawesi Selatan antara lain dapal dilihal dari susunan

perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupalen

Gowa yang be;;ggal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi

sulawesi Selatan yang pada intinya selalu mengalami kenaikan dan peningkatan

seliap tahunnya.

=l

h

-



4.3 Peran
an dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sebagaimana dimaksud dalam Paszal 17 UUD 1945 hatwa wilaysh

I i ilr o T u 1
neoara Hepuhlis Indonesia dinayi atas caugrah hesar dun keril vann memnimya:

i Y R ——

Hd A @i UeidRg
e eiewsdfkan UU, No. & Tahun 1874 g,rang- merupakan daerah yang
dibentuk berdasarkan asas deseniralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah
propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas deseniralisasl
adalah Kabupalen dan Daerah Kola, yang merupakan daerah kecil
sebagaimana yang dimaksud dengan asas desentralisasi berwenang untuk

menentukan dan melaksanakan kebijakan alas prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat,
Peranan Kepala Daerah/Kepala Wilayah

Para Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten sesuai dengan uu
Mo, 5§ Tahun 1994, berianggung jawab kepada Presiden, melalul Menteri Dalam

Megeri dalam rangka pembingan dan pengawasan. Kepala Daerah disamping

sebagai pimpinan pemerintahan sekaligus merupakan pimpinan daerah dan

pengayoman kepada masyarakat.
A. Pelaksanaan Tugas sebagal Pimpinan Pemerintah.
Bupati Kepala Daerah sebagal pimpinan pemerintahan, tugas pokoknya

memimpin penyelenggaraan lugas pemerintahan daerah, pemeriniahan umum,

pemerintahan desalkelurahan, penyelenggaraan fungsi pengawasan dan




pembinaan aparatur, serla mengaali dan mengembangkan sumber-sumber

penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkokoh ekonomi,

Kebljakan pemb.inaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
pada peningkatan kemajuan daerah unfuk berotonomi melalui pembinaan urusan
rumah tangga daerah, Pembinaan hubungan Kepala daerah dan Dprd, serta
Pembinaan keuangan, kekayaan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Keuangan Daerah,

Dari pembinaan yang dilakukan selama periode 1994-1983 telah
membuahkan hasil, sebagai berikut '

Daerah Kabupaten Gowa telah melaksanakan urusan rumah langganya
selain wrusan rumah langga daerah yang menjadl urusan pangkal Juga telah
melaksanakan wrusan pemerintahan pusal berdasarkan Peraturan Pemerintah
Momor § Tahun 1995 sebanyak 18 urusan dan urusan Pemerintah Daerah
Propinsi Sulawesi Selallan berdasarkan Peraluran Daerah Propinsi Daerah
Propinsi Daerah Propinsi Sulawesi Selalan Momor 5 Tahun 1985 sebanyak 8
urusan. Dari sebagian Urusan Rumah Tangga yang telah dibentuk dinas-dinas
berdasarkan peraturan daerah Daerah Kabupaten Gowa sebagai unit pelaksana
pemerintah daerah sebanyak 24 dinas dengan berpedoman kepada

Kepmendagri Nomor 44 Tahun 1995 dan Kepulusan henpan Nomor 16 Tahun

1995,
1, Sejalan dengan pelaksanaan olonomi daerah yang luas, nyala dan

berlanggung  jawab maka Pemerintah Daerah Kabupalen senantiasa

3 id hal 20 buko T Bideng Pembangunian Kabupater Givea




member i
erikan perhatian terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan PBB selama tahun 1994/1995 s/d 199871999,

. Dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki telah menunjang pula

kemampuan untuk menediakan alat-alal perlengkapan daerah untuk

kepentingan peningkalan sumber Pendapalan Asli Daerah dan proyek
pendapatan alat komunikasi.

3. Upaya unluk terusl menuerys memacu kemampuan berolonomi Daerah
Kabupaten Gowa juga dapal dilihal pada keadaan personil terhadap lenaga
pengajar dan pegawal lelah dilakukan upaya peningkatan kualtasnya melalui
tambahan pendidikan formal, fungsional dan penjenjangan.

Hal ini yang menunjukkan Kemampuan olonami daerah adalah darl segi
kemampuan membina Perusahaan Daerah utamanya PDAM sebagai salah salu
unit BUMD selain Perusahaan Daerah Karya Gowa.

keberhasilan menciptakan dan memelihara hubungan yang harmaonis
anfara Bupali Kepala Daerah dengan DPRD, antara lain ditopang oleh upaya
pendayagunaan forum musyawarah DPRD dan forum-forum  lainnya Yyang
bersifal sebagai penunjang jalannyd pemeriniahan.

Sebagal baglan Yang lak terpisahkan dari penyelenggaraan lugas
pemeriniahan ialah pelaksanaan fungsi pengawasan uniuk menjaga agar lugas
pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar secara berdaguna dan
berhasil gunal. Kebijaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan dengan
memberi peluang yang lehih besar kepada pengawasan intern yattu pengawasan

melekal (waskat) dan Pengawasan Fungsional (Wasnal) dari nEpEktaTEl
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Wilayah Kabupaten (ITWILKAB) serta Pengawasan Masyarakal (WASMAS)

dengan dukungan pengawasan dan peninjaklanjulan seliap kasus yang muncul
yang dihasilkan oleh pengawasan fungsional dari inspektoral Wilayah Daerah
Kabupalen Gowa.

B. Pelaksanaan Tugas Sebagal Pimpinan Daerah

Kebjjaksanaan umum pembangunan daerah Daerah Kabupalen Gowa
diarahkan unluk menjawab lanlangan pembangunan berupa : |
- Peningkatan kuallas sumber daya alam melalui peningkalan mutu

pendidikan, kecerdasan dan kelrampilan.
- Pemberdayaan aparatur pemerintah yang efesien dan efeklif.
- Peningkatan partisipasi aklif masyarakal dalam pembangunan,

Kebijaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gowa berlumpuh pada
Trilogi Pembangunan dan program pembangunan Sulawesl Selalan melalui
penajaman lerhadap kegiatan yang menunjang seklor industri. Olehnya itu,
maka pembangunan ekonomi ditetapkan sebagai penggerak dan pemacu
pembangunan dibidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan uniuk
pembangunan uniuk mewujudkan pemarahan pembzngunan dan hasik-hasilnya
dengan memberi kesempalan kepada rakyal untuk berperan aklif dalam
pelaksanaan pembangunan daerah yang manlap dan dinamis.

Berdasarkan kebijaksanaan umum dan arah pembangunan Daerah
Kabupaten Gowa memprioritaskan pembangunan melalul ;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memitiki sikap dan tekad

kemandirian.




2. Paningkalan  peimnbinaan

5. Pengembangan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya al
seperli bahan tambang dan galian unfuk keperluan industri,

6. Pengembangan pariwisala dan pemanfaalan wisata alam dan budaya.

tarhadas  appana

filas v

-
. lid w1,

. renmngkatan proses industrialisasi melalui agrindusiri dan industri Ia

7. Peningkatan upaya pemanfaalan Kkonsep

Aar FiFr G -

"MINASA MAUPA®

memperkuat posisi dan fungsi pengembangan Sulawesi Selatan.

Penyerahan Urusan Otorita Daerah Daerah Kabupaten Gowa

aropiam|

uniuk

Penyelenggaraan otorita Daerah di Daerah Kabupaten Gowa bersumber

dari kewenangan pangkal yang lelah ada sejak terbentuknya Daerah Kabupaten

Gowa, berdas
Undang MNomor

Kabupalen di Sulawesi Selal

mengalur Kewenangan pangkal yang meliputi -

|. Urusan Umum/Tala Usaha, dianlaranya .

1.

2.

Pekerjaan persiapan/DPRD sendirl
Mengadakan RAPBD

Mengesahkan sem gntara Anggran Keuangan
Urusan Pegawal

Arsip dan Ekspedis

arkan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Jo. Undang-
2g Tahun 1959 tentang Pembeaniukan Beberapa Daerah

an termasuk Daerzh Kabupalen Gowa, yang




Il. Urusan Pemerintahan Umum

1. Menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalitasi
2. Menjalankan peraturan pemeriniah tentang sumber daya alam.
. Urusan perlanian
1V, Urusan perikanan

V. Urusan pelernakan

V1. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
VIl. Urusan kesehatan
Vill. Urusan pekerjaan umum
Penambahan urusan terhadap Daerah Kabupalen dari kewenangan
pangkal yang telah diberikan untuk Daerah Kabupalen Gowa adalah hanya
diberikan satu tambahan urusan yailu urusan lalu lintas dan angkulan jalan
herdasarkan Sural Kuasa Menleri Perhubungan Kepala Gubernur Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan No. 12/SU/PBH/1990, 1anggal 19 Desember 1550,
Dengan memperhatikan hasil invenlasisasi tahun anggaran 1998/1333
segala permasalahan menyangkut pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan
lelah diterima oleh pemerintah  Deerah Kabupaten Gowa, yailu

yang

kelembagaan, ketatausahaan, pembiayaan, dan perseni yang ateadia;isara

kemampuan ekonomi, maka tercermin kekuatan pelaksanaan pembangunan
em .

dalam rangka manifestasi sasaran pemerintah  untuk meletakkan titik beral
olonomi pada Daerah Kabupaten.

Selanjutnya  urusan-urusan yang 1efah diserahkan lersebut dapal
barlambah sepanjang perjalanan pemeriniah daerah otonomi tersebut, baik yangd

T




diterima langsung dari pemerintah pusat, maupun yang diterima melalui Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan,

Kebijaksanaan penyerahan urusan dan pelaksanaanmya di Daerah
Kabupaten Gowa, disesuaikan dengan prinsip dasar Yang menjadi landasan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana dialur dalam UU. Mo. 5
Tahun 1974, Titik beral pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah
Kabupalen {Kabupalen), ma.ha telah diambil langkah awal yang sangal siralegis
dan fundamental sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974 Jo. PP
No. 45 Tahun 1992, maka diterbilkan PP. No. 8 Tahun 19935 lentang penyerahan
sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Kabupalen percontohan
etonomi daerah.

Faktor Pembiayaan dan Faktor Sarana Prasarana

Faktor pembiayaan merupakan penyediaan dana bagi penyelenggaraan
| pemerintahan daerah. gumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah
Kabupaten Gowa berdasarkan angka-angka indikalor pembangunan yang
dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaien Gowa menunjukkan bahwa selama

periode 1994/1995-1938/1958 polensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup

memadai. Hal ini merupakan dukungan dari perkembangan sub seklor

pembangunan Yang dibiayai dari anggaran daerah, selaln Pendapalan Asli
Daerah (PAD), sumber pembiayaan lainnya seperti Instruks| Presiden {INPRES)
dan sumber dana Ilainnya Belum adanya UU tentang perimbangan keuangan
ariara pusal dan daeraf, merupakan salah salu pemyebab bagi daerah akan

belum dapal memperhilungkan secara pasti mengenai besarnya kemampuan
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yang ada di daerahnya bagi dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan
pemeriniah daerah.

Pemerinlah  Daerah  Kabupalen Gowa dalam  melaksanakan
pembangunan di daerah tidak terlepas dari penyediaan sarana yang merupakan
intra struktur susunan sarana fasillas umum dan fasilitas sosial yang lebih
banyak lerganiung penyediaannya oleh pusal, karena perencanaan
pembangunan yang dilakukan bagi pembagunan di dae:ah. adalah
mempertemukan kebuluhan dari  bawah {(utfon Up Planning) dengan

kebljaksanaan dari atas (Top Down Planning).




BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uralan-uraian yang diularakan pada bab-bab termaka dapat
ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan pemberian ofonomi

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

1. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan otonomi pada Daerah Kabupaten Gowa merupakan
"Pilot Project” otonomi daerah di Sulawesi Selatan

2. Daerah Kabupaten lelah mampu melaksanakan urusan rumah tangga
daerah dengan melihal pada penyelenggaraan fungsi pengawasan dan
pembinaan aparalur serfa menggali dan mengembangkan sumber-

sumber penerimaan Pendaptan Asli Daerah (PAD) guna memperkokoh

otonomi daerah.

3 Arah dan iujuan pembangunan Daerah Kabupalen Gowa merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
masyarakal agar maju dan mandiri serta sejahtera berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 dan pemanfaalan sumber daya alam semaksimal mungkin

guna pembiayaan pembangunan daerah.
4. Melihat potensi gkonomi seperii yang tertuang dalam data pada bab I,

dimana Daerah Kabupalen Gowa dapat lebih dikembangkan sejajar

dengan daeran-daerah Kabupaten lainnya yang ada  di Sulawass

ieflpahai nambatan yang timbul sebagai

N 1m i
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pengaruh situsasi dan kemampuan daerah sendiri dan sebagainya, juga
adanya hal-hal yang merupakan diluar jangkauan wewenang dan
kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk mengatasinya.

. Dalam hal anggaran pendatan yang berasal dari sekior asli Daerah
Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah olonomi yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri relalif masih rendah
jilka dibandingkan dengan sumber pendapatan yang berasal dari
pemerintah  pusal, perimbangan yang seharusnya dicapai  belum
memenuhi syaral. Di samping itu tetap berpegang pada prinsk-prinsip
pengamatan yang wajar, juga dibarengi dengan usaha meningkatkan
pendapatan asli  daeran untuk  memperlancar  penyalgnggaraan
pembangunan daerah semaksimal mungkin.

2. Saran

1. Pelaksanaan ctonomi daerah pada Daerah Kabupalen Gowa, perlu lebih
dimantapkan sebagai daerah perconichan otonomi, dimana menjelang
pelaksanaan olonomi pada tahun 20071 yang skan dalang diharapkan
Daerzh Kabupalen Gowe lebih maju dalam pelaksanaan pembangunan di
daerah.

2 pelaksanaan olenomi daerah dengan litik berat pada Daarah Kabupalen,
khususnya Kabupaten Gowa periu lebin dimasyarakatkan baik terhadap
aparat pemerintah di pusal dan di daerah, maupun terhadap masyarakal

dalam rangka meningkatkan kesejahleraan masyarakal dan peningkatan

pPandatan Asli Daerah (PAD) guna memperkokoh glonomi.
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3. Memantapkan arah prioritas pembangunan Derah Kabupaten Gowa agar

dapal fterlaksana dengan baik yang memerlukan perencanaan

pembanguanan daerah yang terpadu dengan memberikan kesempalan
kepada rakyal untuk berperan secara aklif, mantap dan dinamis dalam
memcapat sasaran pembangunan.

4. Memberikan kesadaran yang seluas-luasnya akan hakeka! dan tanggung
jawab bagi pemerintah [!aeraH Kabupaten Gowa dalam mengemban

tugas dan fungsi penyelenggaraan olonomi daerah di Kabupaten Gowa.
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PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

' SEKRETARIAT DAERAH
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Kepada
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Lampiran : - UNHAS Makassar.
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Dengan lhnFmaL,

Menunjuk Surat Kepala Kantor Sospol Kabupaten Gowa
Nomor 070/312/KSP/2000 tanggal 30 Nopember 2000 perihal lzin
Penelitian atas nama ;

Nama L olbetedenc  Longy

Tempat/Tgl. Lahir | fsbon, 11 Joruwr: 1976
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Maka dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah
mengadakan penelitian pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Gowa sejak Bulan Nopember 2000.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan  sebagaimana
mestinya.
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